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Abstrak

Nama : SHINDY CHRISTI, SH
Program Studi  : Magister Kenotariatan
Judul : Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan dan

Kode Etik Notaris Terkait dengan Dasar Pembuatan Akta,
Pengeluaran Salinan Akta dan Keterangan Palsu (Studi Kasus

Putusan  Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor:
04/B/Mj.PPN/2009)

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang teguh pada
Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris untuk memenuhi
tanggung jawab terhadap pelaksanaan jabatan yang diberikan kepadanya. Dalam
realitas yang berkembang belakangan ini, keselarasan kewajiban tersebut dengan
praktek pelaksanaan di lapangan belum terlaksana sepenuhnya. Hal tersebut dapat
dibuktikan dengan masih adanya Notaris yang mengabaikan tanggung jawab
terhadap kewajiban jabatan dan kode Notaris. Dalam hal terjadinya pelanggaran
terhadap jabatan dan kode ctik Notaris yang dilakukan oleh seorang Notaris, maka
Notaris dapat bertanggung jawab baik secara perdata, pidana, Undang-Undang
Jabatan Notaris, maupun Kode Etik Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang
dibuatnya. Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris
yang melakukan pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris tersebut harus
dilakukan dalam putusan sidang Majelis dengan keputusan yang seadil-adilnya
agar memberikan efek jera bagi Notaris sebagai bentuk tanggung jawab terhadap
Notaris yang melanggar kewenangan dan kewajiban dalam menjalankan
jabatannya.

Kata kunci :
Tanggung Jawab, Notaris, Pelanggaran Jabatan, Kode Etik Notaris, Pembuatan

Akta, Salinan Akta, Keterangan Palsu

vii Universitas Indonesia
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ABSTRACT

Name : SHINDY CHRISTI,SH
Study Program: Notary Magister
Title : Notary’s Responsibility Towards Professional Violation and Notary Ethical Code

Related to Basic Deeds Process, Deed Issuance Copy and False Information
( Study Case of Notary House Supervisor Centre Number : 04/B/Mj.PPN/2009)

A notary should firmly hold to Notary Professional Law and Notary Ethical Code to
comply responsibility to professional execution that provided to him during performing his
position. In the lately growing reality, a duty synchronization with the application on field has not
entirely yet completed. But it can be proved by the fact that there are still Notary avoid his
responsibility to professional obligation and Notary ethics. In the professional violation and
Notary ethical code that conducted by Notary, therefore Notary shall responsible either to
common law, criminal law, the Notary Professional Law, or Notary Ethical Code against the truth
of deed material that they composed. Sanction is given by Notary House of Supervisor to Notary
which had been committed a professional break off and Notary Ethical Code shall be done on
House trial’s verdict with a fairly decisions in order to give a learn effect to Notary as
responsibility against Notary that break off an authorization and obligation during performing
their duty professional.

Keyword :
Responsibility, Notary, Professional Violation, Notary Ethical Code, Deed Processing, Deed’s
Copy, False Information

Universitas Indonesia
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan dasar Pancasila,
yang mana hal tersebut secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, pemerintah sebagai alat negara
mempunyai tugas penting untuk memberikan dan menjamin kepastian,
ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap anggota masyarakat yang
menjadi bagian dari Warga Negara Indonesia. Dalam upaya pembinaaan dan
penegakan hukum di Indonesia, diperlukan suatu perangkat peraturan
perundang-undangan dan juga alat penegaknya.

Dalam bidang tertentu, dikenal adanya lembaga kemasyarakatan untuk
membantu menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat
sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan seimbang. Lembaga Notariat
adalah salah satu lembaga kemasyarakatan, yang timbul dari kebutuhan dalam
pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai
hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.'

Terkait dengan hal tersebut, maka Negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan memberikan tugas kepada Notaris untuk membuat alat bukti tertulis
yang mempunyai kekuatan otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan
oleh masyarakat. Oleh karena itu, Notaris sebagai abdi masyarakat mempunyai
tugas untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta otentik.
Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum
Perdata, dinyatakan bahwa “akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang
berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Dalam pasal tersebut hanya menerangkan pengertian akta otentik, tetapi
tidak menegaskan siapa yang dimaksud dengan pejabat umum. Sebagai
pelaksanaan pasal tersebut, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti Staatblad 1860: 3).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut disebutkan mengenai definisi Notaris,

' G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Erlangga, 1999), hal.2.

1 Universitas Indonesia
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yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
ini”. Dengan demikian, pejabat umum yang dimaksud dalam kewenangannya
untuk membuat akta otentik adalah Notaris yang diangkat oleh penguasa untuk
melayani kepentingan masyarakat umum.

Pasal satu (1) angka tujuh (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : “Akta Notaris adalah akta otentik
yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang
ditetapkan dalam undang-undang ini.” Jadi, suatu akta yang hendak memperoleh
stempel otentisitas, harus memenuhi ketiga unsur dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai
wewenang untuk membuat akta itu.

Pada dasarnya suatu akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan
pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal,
dan kekuatan pembuktian material.”> Kekuatan pembuktian lahiriah ini
dimaksudkan pada kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya
sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formal dimaksudkan bahwa pejabat
yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, bahwa apa yang
tercantum dalam akta itu merupakan hal yang benar karena telah disaksikan
sendiri oleh pejabat (notaris) yang bersangkutan dalam menjalankan jabatannya.
Dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan
dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak.

Sementara itu, kekuatan pembuktian material dimaksudkan bahwa apa yang
tercantum dalam akta merupakan keterangan yang sebenarnya karena telah
dibuktikan dalam isi yang terkandung dalam akta. Notaris menerima keterangan
dan menjamin keterangan yang diberikan penghadap yang menghadap
kepadanya sebagai suatu keterangan yang benar dan keterangan tersebut

dibuktikan dalam suatu isi atau materi akta tersebut.

2 R.Soegondo Notodirejo, Hukum Notariat Di Indonesia, (Jakarta : Rajawali, 1982),
hal.55.

Universitas Indonesia
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Sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik,
jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan
oleh Undang-Undang dan masyarakat’ Dengan demikian, seorang Notaris
bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya
dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran
jabatannya. Apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris, maka akan
merugikan bagi masyarakat umum yang dilayaninya.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang teguh pada
Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris untuk memenuhi
tanggung jawab terhadap pelaksanaan jabatan yang diberikan kepadanya. Dalam
realitas yang berkembang belakangan ini, keselarasan kewajiban tersebut dengan
praktek pelaksanaan di lapangan belum terlaksana sepenuhnya. Hal tersebut
dapat dibuktikan dengan masih adanya Notaris yang mengabaikan tanggung
jawab terhadap kewajiban jabatan dan kode etik Notaris. D1 samping itu, aturan
demi aturan dalam Kode Etik Notaris yang mengikat setiap anggotanya belum
dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga masih terdapat berbagai kasus
pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya dan
menjunjung tinggi kode etik Notaris.

Salah satu kasus pelanggaran jabatan notaris dan kode etik Notaris adalah
pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris X di Kabupaten Banyuwangi yang
berkedudukan di Purwokerto, dimana Notaris tersebut dilaporkan dalam satu
berkas laporan oleh dua orang pelapor dengan kasus yang berbeda.

Pelapor pertama adalah Debitur yang ingin meminjam uang pada suatu
Bank, sehingga pelapor membuat Akta Pengakuan Hutang No.23 pada Notaris X
dengan jaminan berupa deposito berjangka milik teman pelapor. Selain itu,
pelapor juga memberikan jaminan perorangan kepada Bank tersebut, sehingga
membuat Akta Penjaminan Hutang No.24 sebagai tambahannya.

Untuk menjamin hutang pelapor terhadap temannya yang membantunya
memberikan jaminan deposito berjangka kepada Bank tersebut, maka pelapor
membuat Akta Kuasa untuk Menjual No.25 dengan objek dalam akta berupa

tanah dan bangunan milik pelapor dan didukung dengan Akta Surat Kuasa

3 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2009), hal. 34.

Universitas Indonesia
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Pengosongan No.26 atas bangunan tersebut. Permasalahan terjadi ketika Bank
mencairkan jaminan deposito berjangka milik teman pelapor karena pelapor
tidak bisa melunasi hutangnya, sehingga teman pelapor dengan Akta Kuasa
untuk Menjual tersebut melakukan jual beli dengan memproses jual beli tanah
dan bangunan milik pelapor. Setelah itu, teman pelapor melakukan balik nama
Sertifikat Hak Milik atas nama pelapor menjadi atas namanya dihadapan Notaris
yang sama, yaitu Notaris X tersebut tanpa sepengetahuan pelapor selaku pemberi
kuasa. Bahkan, pelapor tidak pernah diberikan salinan akta jual beli yang telah
terjadi.

Sebelum penandatanganan Akta Kuasa untuk Menjual, Notaris X
menjelaskan bahwa bila akan dilakukan penjualan atas objek dalam Akta
tersebut, pelapor akan dihubungi dan pelapor sendiri yang akan menentukan
harganya. Dalam perkembangan penyelidikan selanjutnya juga diperoleh fakta
bahwa Notaris X tidak pernah memberikan salinan atas keempat macam akta
tersebut diatas yang dibuat oleh pelapor.

Dalam kasus kedua, ada pelapor lain yang berinisial G yang juga
melaporkan Notaris X tersebut. Pelapor ini merupakan penyewa dari sebuah
bangunan milik Tuan I selaku pemberi sewa. Pelapor bersedia melepaskan hak
penghuniannya atas bangunan objek sewa dengan syarat Tuan I tersebut selaku
pemberi sewa memberikan uang pesangon sebagai ganti rugi kepadanya, dimana
kesepakatan mereka itu selanjutnya dituangkan dalam Akta Nomor 12 yang
dibuat dihadapan Notaris X. Pembuatan Akta Nomor 12 tersebut menimbulkan
kerugian bagi pelapor karena perbuatan Notaris X yang menyuruh pelapor
menandatangani akta yang menyebutkan bahwa pelapor telah menerima uang
pesangon sebagai kompensasi melepaskan hak penghuniannya atas tanah dan
bangunan objek sewa tersebut.

Pada kenyataannya, uang pesangon belum diterima pelapor setelah
penandatanganan akta sekalipun, bahkan besarnya nominal uang pesangon
secara nyata tidak dicantumkan dalam akta. Dalam perkembangannya, Notaris X
mendatangi dan mengajak berdamai pelapor dengan rencana akan merubah isi

Akta Nomor 12 tersebut karena takut nama baiknya menjadi tercemar.
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Dalam kasus tersebut diatas, jelas telah terjadi pelanggaran jabatan dan kode
etik Notaris yang merugikan klien tersebut (masyarakat) dan nama baik lembaga
Notaris. Pada hakikatnya, Notaris berkewajiban menjalankan jabatannya dan
menegakkan Kode Etik Notaris serta memiliki perilaku profesional (professional
behaviour) yaitu mempunyai integritas moral, menghindari sesuatu yang tidak
baik, jujur, sopan santun, tidak semata-mata karena pertimbangan uang dan
berpegang teguh pada kode etik dimana didalamnya ditentukan segala perilaku
yang harus dimiliki notaris.”

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris, disebutkan bahwa sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib
mengucapkan sumpah antara lain menjalankan jabatan dengan amanah, jujur,
menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik
profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris. Dilihat dari
berbagai pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris X tersebut, dapat dinilai
bahwa perilaku Notaris sangat bertentangan dengan kandungan bunyi pasal
tersebut.

Notaris dalam menjalankan jabatannya, tidak boleh mempertimbangkan
keuntungan pribadi. Oleh karena itu, Notaris hanya boleh memberi keterangan
atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sebelum membuat suatu
akta, Notaris harus mengumpulkan data-data dan keterangan-keterangan yang
selengkapnya juga mempelajari akibat hukum vyang akan terjadi, lalu
memberikan saran-saran untuk mencegah timbulnya sengketa diantara para
pihak sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya.

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya
memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan
penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Peranan dan kewenangan
Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat. Oleh karena itu
Notaris harus dapat menjalankan jabatannya secara profesional, berdedikasi
tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode

etik Notaris.

* Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Cet.3, (Bandung: Citra Aditya
Bakti,2006), hal.90.
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Keberadaan kode etik Notaris diatur oleh organisasi Notaris, yaitu Ikatan
Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya Notaris
Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kode
Etik Notaris dibuat untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan
Notaris yang memuat seluruh kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap
anggota perkumpulan. Adanya kode etik bertujuan agar suatu jabatan dapat
dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan
intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung
tinggi nilai-nilai moral.

Dalam rangka membantu terciptanya penegakan peraturan jabatan dan kode
etik notaris, pengawasan terhadap para Notaris sangat diperlukan. Adapun yang
menjadi tujuan pokok pengawasan notaris adalah agar segala hak dan
kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam
menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang
bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan
saja jalur hukum tetapi juga dasar moral dan etika demi terjaminnya
perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.’

Di dalam ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Undang-undang
Jabatan Notaris (UUJN) terdapat sarana kaidah-kaidah hukum untuk mengawasi
Notaris yang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Dalam
Pasal 67 Undang-undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa yang melakukan
pengawasan terhadap Notaris adalah Menteri, yang saat ini adalah Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Menteri membentuk
Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Jabatan
Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Majelis Pengawas Notaris
tersebut terdiri atas :

a. Majelis Pengawas Daerah;
b. Majelis Pengawas Wilayah

c. Majelis Pengawas Pusat.

* Desny Prianty EFF Manik, “Analisis Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam
Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”.
(Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009), hal.19.
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Menurut Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan
bahwa Majelis Pengawas Notaris tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang, yang
terdiri atas unsur :

a. Pemerintah sebanyak tiga (3) orang ;
b. Organisasi Notaris sebanyak tiga (3) orang ; dan
c. Ahli/Akademik sebanyak tiga (3) orang

Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk tersebut tidak hanya melakukan
pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris saja, tetapi juga berwenang untuk
menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang terbukti melakukan
pelanggaran dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris. Pada praktek
pelaksanaannya, meskipun pekerjaan notaris tersebut diawasi oleh Majelis
Pengawas Notaris dan dibatasi dengan berbagai macam peraturan perundang-
undangan, namun masih sangat rentan dengan berbagai macam pelanggaran
seperti pelanggaran dalam kasus yang telah dijabarkan di atas. Oleh karena itu,
Notaris harus senantiasa mempunyai moralitas yang tinggi dalam menjalankan
jabatannya schingga tidak semata-mata membebankan pada pengawasan dari
Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang
melakukan pelanggaran terhadap jabatan harus dilakukan dalam putusan sidang
Majelis dengan keputusan yang seadil-adilnya agar memberikan efek jera bagi
Notaris yang telah melakukan pelanggaran jabatan dan memberikan peringatan
bagi Notaris lain agar berhati-hati dalam menjalankan segala kewenangan dan
kewajiban yang telah diberikan kepadanya.

Berdasarkan latar belakang dan penjabaran sedikit kasus yang akan diteliti
diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penulisan ini adalah
untuk mengetahui tanggung jawab notaris yang melakukan pelanggaran jabatan
dan kode etik Notaris serta penjatuhan sanksinya ditinjau dari Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
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1.2. Pokok Permasalahan
Dalam penelitian ini peneliti akan membahas permasalahan-permasalahan

yang akan dirumuskan di dalam pokok permasalahan, yang meliputi:

1. Perbuatan Notaris yang bagaimana dalam menjalankan jabatannya dapat
dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap jabatan dan Kode Etik Notaris?

2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pelanggaran jabatan dan Kode
Etik Notaris ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku?

3. Bagaimana penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas terhadap notaris atas
perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran jabatan dan Kode Etik
Notaris ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris?

1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini antara

lain untuk menjawab permasalahan mengenai :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut sehingga dapat dikategorikan
sebagai pelanggaran terhadap jabatan dan Kode Etik Notaris

2. Tanggung jawab notaris tersebut terhadap pelanggaran jabatan dan Kode Etik
Notaris ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas terhadap notaris tersebut atas
perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang
Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

1.4. Metode Penelitian

Penelitian tentang tanggung jawab notaris terhadap pelanggaran jabatan dan
Kode Etik Notaris (studi kasus putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor
04/B/Mj.PPN/2009) menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu
penelitian yang mengacu kepada norma-norma atau asas-asas hukum dengan cara
mempelajari dan meneliti masalah dengan menggunakan berbagai literatur berupa
bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini norma hukum yang
dimaksud adalah norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh
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Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga peraturan-peraturan lainnya yang akan
dikaitkan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian evaluatif. Suatu penelitian
evaluatif pada umumnya dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-
program yang dijalankan.® Dalam penelitian ini, penulisan ditujukan untuk
menilai penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris dan Kode Etik Notaris dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

Tipe penelitian yang dipilih bila dilihat dari sudut sifatnya, termasuk dalam
penelitian eksplanatoris. Suatu penelitian eksplanatoris dimaksudkan untuk
menguji hipotesa-hipotesa tertentu apabila pengetahuan tentang suatu masalah
yang ada sudah cukup.” Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah putusan dari
Majelis Pengawas Pusat Notaris tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris
tersebut dan juga tentang tanggung jawab Notaris dan penerapan sanksi yang tepat
dalam pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh seorang
Notaris.

Berkaitan dengan bentuk penelitian yang dipilih, yaitu penelitian yuridis
normatif, maka jenis data yang dapat digunakan oleh peneliti dalam melakukan
penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui
penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Penelusuran kepustakaan yang
dimaksud yaitu terhadap buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan
Jabatan Notaris, khususnya berkaitan dengan Jabatan dan Kode Etik Notaris.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang dipakai diantaranya adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan
hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang

selanjutnya disebut UUJN);

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut

KUHPerdata), khususnya KUHPerdata Buku III tentang Perikatan;

c. Peraturan Jabatan Notaris (Stbl- 1860 Nomor 3)

% Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta : Universitas Indonesia,
2006), hal.10.

7 Ibid.
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d. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia;
e. Putusan Pengadilan Majelis Pengawas Pusat Nomor 04/B/M;.PPN/2009
f.  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara
Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris

g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan
Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan
Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

h. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Majelis Pengawas Notaris

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum

sekunder yang dipakai adalah berbagai literatur buku maupun data yang

diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan Jabatan Notaris, khususnya

berkaitan dengan Jabatan dan Kode Etik Notaris.

Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan
studi dokumen atau studi kepustakaan. Dimana data-data yang diperoleh untuk
menunjang penelitian ini diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, dan beberapa koleksi pribadi peneliti.

Pengolahan dan analisis data penelitian berpedoman pada rumusan
permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai peneliti. Dalam penelitian ini,
pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif
merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu
apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau
lisan, dan perilaku nyata. ®* Data-data sekunder yang telah diperoleh akan
dianalisis secara mendalam. Keseluruhan data hasil penelitian ini akan
dikemukakan guna menjawab pokok permasalahan dari tanggung jawab notaris
terhadap pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris (studi kasus putusan Majelis

Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/Mj.PPN/2009).

8 Sri Mamudji, et.al, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, ( Jakarta: Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.
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Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, maka ditarik kesimpulan secara
deduktif, dimana data yang bersifat umum yaitu ilmu hukum, teori-teori hukum

dan Undang-Undang dibawa atau dibandingkan dengan data yang bersifat khusus.

1.5. Sistematika Penulisan

Judul dari tulisan ini adalah Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran
Jabatan dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat
Nomor 04/B/Mj.PPN/2008). Maksud dan tujuan dari sistematika penulisan ini
adalah untuk memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang hendak
dibuat agar pembaca lebih mudah memahami tulisan ini.

Dalam hal pembahasan tesis ini, penulis membuat pembagian dalam 3 (tiga)
bab yang terdiri dari beberapa sub-bab yang disusun secara sistematis sesuai
dengan uraian sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN
Di dalam Bab 1, diuraikan tentang Latar Belakang Permasalahan,
Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan

Sistematika Penulisan

BAB 2 TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP
PELANGGARAN JABATAN DAN KODE ETIK NOTARIS
Di dalam Bab 2 ini akan diuraikan pembahasan dan analisa baik
secara teoritis maupun analisa hukum, yang berisikan antara lain
mengenai Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Umum
Tentang Kode Etik Notaris, Pengawasan Terhadap Notaris,
Ketentuan Sanksi Pelanggaran Terhadap Jabatan dan Kode Etik
Notaris, serta Analisis Kasus Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik

yang dilakukan oleh Notaris
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BAB 3 PENUTUP

Dalam Bab 3 ini diuraikan tentang simpulan yang diperoleh dalam
penulisan ini dan diakhiri dengan saran penulis berkaitan dengan

permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini
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BAB 2
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN
JABATAN DAN KODE ETIK NOTARIS

2.1. Tinjauan Umum Tentang Notaris
2.1.1. Pengertian Notaris

Sebelum adanya ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka pengertian dari Notaris diatur dalam
Peraturan Jabatan Notaris (Stb.1860:3), yang telah merumuskan pengertian
Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, yang berbunyi sebagai

berikut:

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat
akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang
diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan
dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian
tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan dan
kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum
tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris (UUJN), dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Notaris adalah
pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.
Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada
tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris sebagai
pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan
lain yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Bila rumusan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) diperbandingkan dengan
rumusan pengertian Notaris pada UUJN, maka rumusan UUJN yang baru sedikit
berbeda dibandingkan dengan PJN yang lama, namun keduanya masih memiliki
esensi yang sama tentang Notaris, yakni sebagai pejabat umum yang berwenang

membuat akta. Terminologi wewenang (bevoegd) dalam PJN dan UUJN

13 Universitas Indonesia
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diperlukan karena berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik adalah yang
sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh
atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu
dibuat. Sebagai pelaksanaan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
tersebut, pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan
untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.
Oleh karena itu, para Notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian
berdasarkan PJN maupun UUJIN.’

Pengertian Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang
membuat akta dalam rumusan PJN tidak lagi digunakan dalam UUJN.
Penggunaan kata satu-satunya (uitsluitend) dimaksudkan wuntuk memberi
penegasan bahwa Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum
itu, tidak turut pejabat lainnya. Semua pejabat lain hanya berwenang tidak lebih
daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka
oleh undang-undang. Itulah sebabnya bahwa apabila didalam peraturan
perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta
otentik maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta Notaris, terkecuali
peraturan perundang-undangan yang ada yang menyatakan dengan tegas bahwa
selain dari Notaris, juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai satu-
satunya yang berwenang untuk itu."

Dalam UUJN, terminologi satu-satunya (uitsluitend) tidak lagi dicantumkan.
Meskipun demikian pengertian Notaris tidak berubah secara radikal. Hal ini
dikarenakan terminologi uitsluitend telah tercakup dalam penjelasan UUJN yang
menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta

otentik tertentu, tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.''

’ Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika,
(Yogyakarta : UII Press, 2009), hal.14.

' Tobing, Op. Cit., hal. 34.

" Ghofur, Op.Cit., hal. 15.
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Menurut Muchlis Patahna, Notaris adalah lembaga atau organ negara yang
diberi wewenang untuk membuat akta otentik dan menyimpannya sebagai
dokumen atau arsip negara. >

Menurut Paulus Effendi Lotulung, pengertian jabatan dan profesi itu berbeda.
Kehadiran lembaga Notariat merupakan Beleidsregel dari Negara dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan
kata lain, Jabatan Notaris sengaja diciptakan negara sebagai implementasi dari
Negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat, khususnya dalam pembuatan
alat bukti otentik yang diakui oleh Negara."® Sedangkan profesi lahir sebagai hasil
interaksi diantara sesama anggota masyarakat, yang lahir dan dikembangkan dan
diciptakan oleh masyarakat sendiri.

Notaris sebagai jabatan, wajib bertindak profesional (profesional dalam
pikiran dan tindakan) dalam melaksanakan tugas jabatannya, sesuai dengan
standar jabatan yang diatur dalam UUIJN, yaitu memberikan pelayanan sebaik-
baiknya kepada masyarakat. Perlu juga dipahami bahwa yang profesional bukan
hanya harus dilakukan oleh suatu profesi. Berdasarkan uraian tersebut, maka
dapat disimpulkan bahwa Notaris di Indonesia adalah suatu jabatan, bukan
profesi.

Menurut DR. Habib Adjie, SH, M.Hum, jabatan Notaris diadakan atau
kehadirannya dikehendaki oleh suatu aturan hukum dengan maksud untuk
membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang
bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar
seperti ini, mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat
untuk melayani masyarakat. Atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah
merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan
honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu, Notaris tidak berarti apa-apa jika

masyarakat tidak membutuhkannya.

"2 Muchlis Patahna dan Joko Purwanto, Notaris Bicara Soal Kenegaraan, (Jakarta :
Watampone Press, 2003), hal. 262.

" Paulus Effendi Lotulung, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum
Dalam Menjalankan Tugasnya,” (makalah disampaikan pada Kongres dan Upgrading-Refreshing
Course Ikatan Notaris Inonesia, Bandung, 23 Januari 2003), hal.2.
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Dengan demikian, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai

karakteristik, yaitu: '*

a.

Sebagai jabatan.

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya

satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur

jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di

Indonesia harus mengacu kepada UUJN.

Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya,

sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan

dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat

(Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan,

dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang

Notaris hanya dicantumkan dalam pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN.

Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh

Menteri, dalam hal ini Menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka

14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan

oleh Menteri, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang

mengangkatnya yaitu Menteri. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan
tugas jabatannya :

1. Bersifat mandiri (autonomous);

2. Tidak memihak siapa pun (impartial);

3. Tidak tergantung kepada siapa pun (independent), yang berarti dalam
menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang
mengangkatnya atau oleh pihak lain.

Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tapi tidak

menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium

dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan

cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

' Habib Adjie, Op. Cit.,hal.15.
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Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan
dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga
Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Pada
dasarnya, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut
biaya, ganti rugi dan bunga, jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan
dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan
bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Selain dari sifat-sifat yang disebutkan di atas sebagai Pejabat Umum yang

diangkat oleh Pemerintah, dalam diri Notaris juga melekat asas-asas Pemerintahan

yang Baik (AUPB) yang dikenal dengan asas-asas sebagai berikut:"

a.

s

& 0

= @ oo

—

Asas Persamaan;

Asas kepercayaan;

Asas kepastian hukum;

Asas kecermatan;

Asas pemberian alasan;

Larangan penyalahgunaan wewenang;
Larangan bertindak sewenang-wenang;
Asas Proporsionalitas;

Asas Profesionalitas.

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, ditambah dengan Asas

Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas. Asas-asas tersebut dapat diadopsi

sebagai asas-asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan

Notaris, sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, dengan

substansi dan pengertian untuk kepentingan Notaris, sebagai berikut:

a.

Asas Persamaan

Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi
bagian dari masyarakat Indonesia, dan dengan lahirnya UUJN semakin
meneguhkan institusi Notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan

keadaaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak

"> Habib Adjie, Op.Cit., hal.33.
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dibenarkan untuk dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat, hanya

alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak

memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan
tertentu, Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara
cuma-cuma kepada yang tidak mampu (Pasal 37 UUJN).

Asas Kepercayaan
Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras

dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang

dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa, jika
ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai
orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut, antara Jabatan

Notaris dan Pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan Notaris) harus

sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka Notaris
mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta
yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta
sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
(Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJIN).

Sumpah/janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat dalam
yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan
sebagai Notaris. Sumpah atau janji tersebut mengandung dua hal yang harus
dipahami, yaitu :

1. Notaris wajib bertanggungjawab kepada Tuhan, karena sumpah atau janji
yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dengan demikian
artinya segala sesuatu yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas
jabatannya akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang
dikehendaki Tuhan;

2. Notaris wajib bertanggungjawab kepada negara dan masyarakat, artinya
Negara telah memberi kepercayaan untuk menjalankan sebagian tugas
Negara dalam bidang Hukum Perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti
berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan

kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu
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memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta Notaris, dan

percaya bahwa Notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala

keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapan Notaris.

Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang
diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-
Undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan
yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian
batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris
untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataan yang diketahui
oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara
normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang
akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan
aturan hukum yang berlaku akan memberika kepastian kepada para pihak,
bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan
aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris
dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan
didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang
diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan
para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta.
Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a,
antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.
Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris harus mempunyai
alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada
pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.
Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam

menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu
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tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar dari wewenang yang telah
ditentukan. Jika Notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang
telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan
penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti merugikan para pihak,
maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang
bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang
merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut
penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
g. Larangan Bertindak Sewenang-wenang
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan, tindakan
para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum
sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan
melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini,
Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat
dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus
berdasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.
h. Asas Proporsionalitas
Dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, Notaris dalam menjalankan tugas
jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait
dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, wajib
mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak
yang menghadap Notaris.
1. Asas Profesionalitas
Dalam pasal 16 ayat (1) huruf d, Notaris wajib memberikan pelayanan
sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan
tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik jabatan Notaris. Tindakan
profesional Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam

melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.

2.1.2. Tugas dan Kewenangan Notaris
Seorang Notaris mempunyai tugas dan kewenangan yang harus dipatuhi.

Tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta-akta otentik. Didalam pembuatan
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akta-akta otentik tersebut, Notaris mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu
melayani kepentingan umum terutama dalam hal pelayanan hukum pembuatan
akta-akta otentik mengenai hubungan keperdataan yang terjadi diantara mereka.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya selain harus memiliki
pengetahuan secara teoritis dan pengalaman secara teknis, juga harus ditambah
memiliki tanggung jawab etika hukum yang tinggi berupa nilai atau ukuran-
ukuran etika, penghayatan terhadap keluhuran dan tugas jabatannya, serta
integritas dan moral yang baik.

Sumpah jabatan Notaris juga menyebutkan bahwa seorang Notaris haruslah
menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama, dan tidak memihak. Seorang
Notaris juga harus patuh dan taat terhadap semua peraturan-peraturan dan nilai
moral bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau akan diadakan. Hal ini
berarti bahwa seorang Notaris harus tetap memperhatikan seluruh peraturan
perundang-undangan yang ada dan masih berlaku di Indonesia agar dapat
menyesuaikan dengan akta yang dibuatnya tersebut. Oleh karena itu, Notaris
dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi karena
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan dapat
mengakibatkan hilangnya keotentisitasan akta yang dibuatnya.

Notaris diwajibkan memberikan penyuluhan dan nasehat hukum serta
memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku
kepada pihak yang datang kepadanya. Hal ini berarti bahwa sebelum para pihak
menuangkan kehendaknya dalam akta, Notaris harus terlebih dahulu memberikan
nasihat seperlunya kepada para pihak, antara lain mengenai siapa yang boleh
menurut hukum sehubungan dengan akta yang hendak dibuatnya, serta apa yang
harus dilengkapi untuk keperluan pembuatan akta tersebut dan lain sebagainya.'®

Notaris selaku pejabat umum mempunyai kewenangan untuk membuat akta
otentik, yang merupakan bukti tertulis perbuatan hukum para pihak dalam bidang
hukum perdata. Dalam Pasal satu (1) angka tujuh (7) UUJN menyebutkan bahwa :
“Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

16 A Kohar, Notaris dalam Praktek Hukum, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 27.
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Jadi, suatu akta yang hendak memperoleh stempel otentisitas, harus

memenuhi ketiga unsur dalam pasal itu, yaitu:

1.
2.
3.

pembuktian, yaitu antara lain :

Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum

Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai
wewenang untuk membuat akta itu.

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :'’
Akta yang dibuat “oleh™ (door) Notaris atau yang dinamakan pula “akta
relaas” ataupun “akta pejabat” (ambetelijke akten), yaitu misalnya berupa
berita acara rapat umum pemegang saham dalam Perseroan Terbatas dimana
Notaris dalam aktanya menerangkan mengenai segala sesuatu yang ia lihat, ia
dengar, dan dialaminya dalam rapat dengan dituangkan ke dalam akta yang
dibuatnya. Dalam hal ini, Notaris bersifat aktif dalam pengertian bahwa
Notaris tersebut harus menuliskan segala sesuatu apa yang ia lihat dan
dengar, serta diputuskan dalam rapat atau yang dikenal dengan risalah rapat.
Akta yang dibuat “dihadapan” (tem overstaan) Notaris atau yang dikenal
dengan “akta partij” (partij akten). Misalnya akta kerja sama, akta sewa
menyewa. Dimana didalam akta ini dicantumkan secara jelas mengenai
keterangan-keterangan dari para pihak yang hadir dihadapan Notaris yang
bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut mengenai apa yang hendak
mereka cantumkan dalam akta. Para pihak dalam akta bersifat aktif, artinya
bahwa akta itu tidak dibuat oleh Notaris melainkan berdasarkan kesepakatan
para pihak sendiri mengenai yang akan dimasukkan ke dalam akta tersebut
dan Notaris hanya membantu mengkonstantir keterangan-keterangan dari
para pihak untuk disusun dalam bentuk akta.

Pada dasarnya suatu akta otenttk mempunyai tiga macam kekuatan
18

17 Tobing, Op.Cit., hal.51-52.

8 Ibid., hal. 55.
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Kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijksracht).

Arti kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan dari akta itu sendiri
untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Sehingga apabila suatu akta
yang kelihatannya sebagai akta otentik artinya menandakan dirinya dari luar,
ataupun kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka
itu terhadap setiap orang haruslah dianggap sebagai akta otentik, sampai
dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini berbeda dengan akta di bawah tangan,
dimana baru berlaku sah apabila berasal dari orang terhadap siapa akta itu
dipergunakan dan pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut telah
mengakui kebenaran dari tanda tangannya tersebut.

Kekuatan pembuktian formal (formele bewijskracht)

Kekuatan pembuktian formal dimaksudkan bahwa pejabat yang bersangkutan
telah menyatakan dalam tulisan itu, bahwa apa yang tercantum dalam akta itu
merupakan hal yang benar karena telah disaksikan sendiri oleh pejabat
(notaris) yang bersangkutan dalam menjalankan jabatannya.

Kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht)

Maksud dari kekuatan pembuktian material adalah bahwa apa yang tercantum
dalam akta merupakan keterangan yang sebenarnya karena telah dibuktikan
dalam isi yang terkandung dalam akta. Notaris menerima keterangan dan
menjamin keterangan yang diberikan penghadap yang menghadap kepadanya
sebagai suatu keterangan yang benar dan keterangan tersebut dibuktikan
dalam suatu isi atau materi akta tersebut.

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan

suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang

bersangkutan. Dengan demikian, setiap wewenang ada batasannya sebagaimana

yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang

mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan. Wewenang yang diperoleh suatu

jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi, wewenang bisa

diperoleh secara Atribusi, Delegasi atau Mandat.

' Habib Adjie, Op.Cit., hal.77.
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Penjelasan lebih lanjut menyebutkan bahwa wewenang secara Atribusi adalah
pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan
perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara Delegasi merupakan
pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan
perundang-undangan atau aturan hukum. Mandat sebenarnya bukan pengalihan
atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.

Berdasarkan UUJN tersebut, ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum
memperoleh wewenang secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan
diberikan oleh UUIJN sendiri. Jadi, wewenang yang diperoleh Notaris bukan
berasal dari lembaga lain, misalnya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya, sehingga jika seorang Pejabat
melakukan tindakan di luar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar
hukum. %

Menurut DR. Habib Adjie, SH., M.Hum., kewenangan Notaris tersebut dalam
pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat
dibagi menjadi:

1. Kewenangan Umum Notaris
Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan

suatu kewenangan Notaris yakni :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta otentik

Pasal 15 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris,
yaitu membuat akta secara umum.”' Hal ini disebut sebagai Kewenangan

Umum Notaris, dengan batasan sepanjang :

20 Ibid., hal. 78.

! Menurut Lubbers, bahwa Notaris tidak hanya mencatat saja (ke dalam bentuk akta),
tapi juga mencatat dan menjaga, artinya mencatat saja tidak cukup, harus dipikirkan juga bahwa
akta itu harus berguna di kemudian hari jika terjadi keadaan yang khas. Lubbers dalam Tan Thong
Kie, Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, hal. 452.
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Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-
Undang.

Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta
otentik  mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang
diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan
siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat

akta, bukan membuat surat, seperti surat pada umumnya atau membuat surat

lain. Ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga

menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :

a.

b.

Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW) ;

Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal
1227 BW) ;

Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi
(Pasal 1405 dan 1406 BW) ;

Akta protes wesel dan cek ;

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT);

Membuat Akta Risalah Lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut

dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian

dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu : >

a.

2

Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para
pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang
berlaku.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat
bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa
akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau

menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau

22 M.J.A.Van Mourik, Civil Law and the Civil Law Notary in a Modern World, Media

Notariat, hal.26.
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pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian

akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

Dengan konstruksi kesimpulan seperti tersebut di atas, maka ketentuan
Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat diterapkan
kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.” Sepanjang
pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah
ditentukan dalam UUJN, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau merupakan suatu bentuk
immunitas terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai
aturan hukum yang berlaku.

2. Kewenangan Khusus Notaris

Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk
melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di
bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku
khusus;

c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang
bersangkutan;

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f.  Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;

g.  Membuat akta risalah lelang.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang
tersebut dalam pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu berwenang
untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam
Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara
Pembetulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut wajib

disampaikan oleh Notaris kepada para pihak.

3 Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan
undang-undang, tidak dipidana.
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Kewenangan Notaris yang Akan Ditentukan Kemudian

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan wewenang
yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan
datang kemudian (ius constituendum). Berkaitan dengan wewenang tersebut,
jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan,
maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau
tidak dapat dilaksanakan (nonexecutable), dan pihak atau mereka yang
merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka
Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian merupakan
wewenang yang akan muncul akan ditentukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Dalam kaitan ini perlu diberikan batasan mengenai
peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Batasan perundang-undangan
dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa :

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam Undang-
Undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum
yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan
badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di
tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan Notaris yang akan
ditentukan kemudian tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama-sama dengan Dewan

Perwakilan Rakyat) akan mengikat secara umum.

2.1.3. Hak, Kewajiban, dan Larangan bagi Notaris

Otoritas Notaris diberikan oleh Undang-Undang untuk pelayanan kepentingan

publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris. Oleh karena itu, kewajiban-

kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan. Notaris waijb

melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah pada waktu
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hendak mengaku jabatan Notaris. Batasan seorang Notaris dikatakan

mengabaikan tugas dan kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan

perintah imperatif Undang-Undang yang dibebankan kepadanya.

Di dalam melaksanakan tugasnya, Notaris mempunyai beberapa hak,

kewajiban, serta larangan. Hak dari seorang Notaris berupa :

a. Hak untuk Cuti ;

b. Hak untuk mendapat honorarium ;

c. Hak ingkar.

Adapun kewajiban yang dimiliki seorang Notaris sebagaimana tercantum

dalam pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris meliputi :

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

a.

Bertindak = jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai
bagian dari Protokol Notaris;

Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta
berdasarkan Minuta Akta;

Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan
sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menyjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang
memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, jika jumlah akta tidak dapat
dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari
satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun
pembuatannya pada sampul setiap buku;

Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak
diterimanya surat berharga;

Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan

waktu pembuatan akta setiap bulan;

Universitas Indonesia
Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH Ul, 2011.



29

1. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau
daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat
Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan
dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

J. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap
akhir bulan;

k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan,
dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

l.  Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling
sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh
penghadap, saksi, dan Notaris;

m. Menerima calon magang Notaris.

Menyimpan Minuta Akta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b

tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

Akta original sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah akta :

a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

b. Penawaran pembayaran tunai;

c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

d. Akta kuasa;

e. Keterangan kepemilikan;

f.  Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Akta originali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih

dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama,

dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan
satu berlaku untuk semua”.

Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya

dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 tidak wajib

dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena
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penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya,
dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta
pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf |1 dan ayat
(7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk
pembuatan akta wasiat.

Dalam pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, terdapat
24
Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, berhalangan
karena fisiknya;

Apabila Notaris tidak ada karena dalam masa cuti;

Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta, tidak
diserahkan kepada Notaris;

Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap
tidak dikenal oleh Notaris atau tidak diperkenalkan kepadanya;

Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpah
jabatannya atau melakukan perbuatan melanggar hukum;

Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam
bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang
menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak
mengerti apa yang dikehendaki mereka.

Dalam pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa dalam

menjalankan kewenangannya, Notaris dibatasi oleh berbagai larangan, yaitu

bahwa Notaris dilarang :

1.
2.

Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut
tanpa alasan yang sah;

Merangkap sebagai pegawai negeri;

Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

# R.Soegondo Notodisoerjo, Op.Cit., hal.97-98.
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5. Merangkap jabatan sebagai advokat;

6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;

7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah
jabatan Notaris;

8. Menjadi Notaris Pengganti;

9. Melakukan pekerjaaan lain yang bertentangan dengan norma agama,
kesusilaan, atau kepatutan yang bertentangan dengan norma agama,
kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan

martabat jabatan Notaris.

2.2. Tinjauan Umum tentang Kode Etik Notaris
2.2.1. Pengertian Etika dan Kode Etik Profesi

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang
buruk, sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam
menjalankan jabatannya. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip
moral yang membedakan yang baik dan yang buruk.

Kata “etika” yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu
“ethos”, yang dalam bentuk tunggal berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak
yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalah fa etha yang artinya adat kebiasaan.
Dari bentuk jamak ini, terbentuklah istilah Etika yang oleh filsuf Yunani,
Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal
usul kata ini, maka Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu
tentang adat kebiasaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988, maka Etika dapat dirumuskan dalam tiga
arti, yaitu:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan
kewajiban moral (akhlak);
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;

3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
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James.J.Spillane SJ mengungkapkan bahwa etika atau ethics memperhatikan
atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan
moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual
dengan objektivitas untuk menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah
laku seseorang terhadap orang lain. *°

Sementara itu, menurut Surahwardi.K.Lubis, dalam istilah Latin, ethos atau
ethikos selalu disebut dengan mos, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah
moralitas atau yang sering diistilahkan dengan perkataan moral. Namun demikian,
apabila dibandingkan dengan pemakaian yang lebih luas, perkataan etika
dipandang lebih luas dari perkataan moral, sebab terkadang istilah moral sering
dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa
dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatan nyata. *°

Berdasarkan beberapa pemikiran yang berkaitan dengan etika di atas, menurut
Bertens tiga arti Etika dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi
pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah
lakunya. Arti ini dapat juga disebut sistem nilai dalam hidup manusia
perseorangan atau hidup bermasyarakat, misalnya Etika orang Jawa, dan
sebagainya;

2. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud di
sini adalah kode etik, misalnya kode etik dokter, kode etik advokat, dan lain-
lain;

3. Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti etika di
sini sama dengan filsafat moral.

Etika berupaya menyadarkan manusia akan tanggung jawab sebagai makhluk
sosial yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi tapi juga menjunjung
tinggi nilai-nilai dan penghargaan terhadap pihak lain. Sistem nilai merupakan
bagian yang penting dalam kehidupan manusia karena dengan nilai manusia
mempunyai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku.

Selanjutnya, nilai dan norma berkaitan erat dengan moral dan etika.

%> Suhrawardi.K.Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hal.1.

26 Ibid.
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Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab
yang hanya membebaninya dengan kewajiban moral sehingga penerapannya tidak
dapat dipaksakan. Oleh karena itu, organisasi atau perkumpulan profesi
menerapkan sanksi bagi pelanggaran etika atau Kode Etik profesi agar setiap
profesional senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik Profesi dalam menjalankan
jabatannya.”’

Suatu profesi umumnya mempunyai Kode Etik Profesi guna mengawasi
anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Seorang profesional yang mencintai
profesinya sebagai jabatan mulia senantiasa menjalankan jabatannya dengan
penuh tanggung jawab dan pengabdian terhadap kepentingan umum yang berakar
pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan serta senantiasa mematuhi
Kode Etik Profesi, sehingga ia dipercaya dan dihormati bukan karena kemampuan
intelektualnya semata, tetapi juga karena memiliki integritas diri dan komitmen
moral atas jabatan yang disandangnya.

Bertens menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang
ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi
petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin
mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok
profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu
akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus
menyelesaikannya berdasarkan kekuasaan sendiri. Dengan adanya Kode Etik,
kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien
mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Selain itu, adanya

Kode Etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial.

2.2.2. Pengertian Kode Etik Notaris

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum adalah salah satu dari organ negara
yang mendapat amanat untuk menjalankan sebagian tugas dari negara, yaitu
berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada

masyarakat umum di bidang keperdataan.”® Jabatan yang diemban Notaris adalah

*"E.Y Kanter, Etika Profesi Hukum (Sebuah Pendekatan Religius), (Jakarta: Storia
Grafika, 2001), hal.11.

2 Ibid.
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suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan
masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan
kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika
hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut
diabaikan oleh seorang Notaris, maka akan berbahaya bagi masyarakat umum
yang dilayaninya.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus memenuhi seluruh kaidah
moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya
tanggung jawab dari etika terhadap jabatan, adanya integritas dan moral yang baik
merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.*’

Oleh karena itu, Notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut
Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia, yang
merupakan satu-satunya wadah bagi perkumpulan Notaris yang ditunjuk oleh
Pemerintah, yang telah mengatur kewajiban, kewenangan, dan larangan yang
harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakkan Kode Etik Notaris dan mematuhi
Undang-Undang yang mengatur tentang jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Ikatan Notaris Indonesia adalah perkumpulan/organisasi bagi para Notaris,
berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, dan telah diakui sebagai badan hukum
(rechtpersoon) berdasarkan Governments Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal
5 September 1908 Nomor 9 dan merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi
semua dan setiap orang yang memangku dalam menjalankan jabatan sebagai
Notaris di Indonesia dan telah mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995
Nomor C2-1022.HT.01.06. Tahun 1995 dan telah diumumkan di dalam Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor
1/P-1995 dan Surat Edaran Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor C, PW.01.10.02 tanggal 29 Juni 2002 serta Surat Edaran
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-
01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

2 Ibid.
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Terakhir ditegaskan kembali dalam Pasal 1 butir 13 Surat Keputusan Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01
Tahun 2003 tentang Kenotarisan dengan menyebutkan bahwa : “Organisasi
Notaris adalah Tkatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi pejabat
umum yang profesional yang telah disahkan sebagai badan hukum”.

Hal tersebut sebagaimana pula tercantum dalam Undang-Undang Jabatan
Notaris, yang telah mengamanatkan kepada para Notaris untuk berhimpun dalam
satu wadah organisasi Notaris sesuai dengan pasal 82 ayat (1) yang berbunyi
sebagai berikut : “Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris”.

Pasal 82 ayat (1) UUJIN tidak menegaskan nama wadah tunggal organisasi
jabatan Notaris, tetapi hanya mewajibkan para Notaris untuk berkumpul pada satu
wadah tunggal. Substansi pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Pasal 82 ayat (1)
UUIJN bermaksud untuk menunjuk dan mengakui pada wadah organisasi jabatan
Notaris yang kenyataannya selama ini telah ada, yaitu Ikatan Notaris Indonesia
(INI).

Ikatan Notaris Indonesia merumuskan bahwa Kode Etik Notaris adalah
seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia
yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan kongres
perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dari yang berlaku bagi serta
wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang
menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat
Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.*’

Organisasi Notaris mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan
perilaku anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis. Oleh karena itu, Kongres
Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005
telah menetapkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia mengenai Kewajiban,
Larangan, dan Pengecualian bagi Notaris dalam Bab III, yang berbunyi sebagai

berikut :

3% Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (LN.I) Bab 1, Ps.1, hal.1.
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Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris

wajib : °!

1.

2
3.
4

10.

11.

Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.

Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.

Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.

Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab,

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki dan tidak terbatas pada

ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.

Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.

Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk

masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan

satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan

tugas jabatan sehari-hari.

Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya

dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 em atau 200 cm x

80 cm, yang memuat :

a. Nama lengkap dan gelar yang sah;

b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai
Notaris;

Tempat kedudukan;

d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih
dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas
dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak
dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang

diselenggarakan oleh Perkumpulan ; menghormati, mematuhi, melaksanakan

setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.

Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.

3! Ibid., Ps.3 tentang Kewajiban.
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12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang
meninggal dunia.

13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan
Perkumpulan.

14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan
penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan
yang sah.

15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan
tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan
sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling
membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim.

16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan
status ekonomi dan/atau status sosialnya.

17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut kewajiban untuk
ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang
tercantum dalam :

a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris;

c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia;

Prof. Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa sebagai profesional,
seorang Notaris harus :

1.  Memiliki perilaku profesional;

2. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;

3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.

Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Notaris menertibkan diri sesuai
dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam
Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris harus memiliki perilaku profesional
(professional behaviour) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : *2

1. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;

32 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hal. 90.
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Integritas moral, artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun
imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-
nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama;

Jujur tidak saja pada pihak kedua atau ketiga, tetapi juga pada diri sendiri;
Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak
membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;

Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala
perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang
sempurna.

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan Jabatan Notaris

dilarang : **

1.

Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor
perwakilan.

Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor
Notaris” di luar lingkungan kantor.

Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama,
dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media
cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :

a. Iklan;

b. Ucapan selamat;

c. Ucapan belasungkawa;

&~

Ucapan terima kasih;

e. Kegiatan pemasaran;

f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun
olahraga;

Bekerja sama dengan Biro Jasa/ Orang/ Badan Hukum yang pada hakekatnya

bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.

Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan

oleh pihak lain.

Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.

3 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Op.Cit., Ps.4 tentang Larangan.
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Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seorang berpindah dari
Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang
bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain.

Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-
dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis
dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.

Melakukan wusaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang
menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan
Notaris.

Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang
lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor
Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
Menjelekkan dan/atau mempermasalahkan rekan Notaris atau akta yang
dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan
suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat dan ternyata di dalamnya terdapat
kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris
tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas
kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui,
melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap
klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

Membentuk kelompok, sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan
tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi
menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.

Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai
pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas
pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :

a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004

tentang Jabatan Notaris;
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b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris;

Isi sumpah jabatan Notaris;

d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh
organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu

tidak termasuk pelanggaran, yaitu : **

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan
kartu ucapan, surat, karangan bunga maupun media lainnya dengan tidak
mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.

2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax
dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT.Telkom dan/atau instansi-
instansi lain dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.

3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm
x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan
nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor

Notaris.

2.3. Pengawasan Terhadap Notaris
2.3.1. Pengawasan Menurut Undang-Undang

Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi
terhadap Notaris, dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu,
sebagaimana diatur dalam Pasal 50 PJN. Kemudian pengawasan terhadap Notaris
dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, sebagaimana tersebut
dalam Pasal 32 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Setelah itu, dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Notaris, Keputusan Bersama
Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor
KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan

3 Ibid., Ps.5 tentang Pengecualian.
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Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2004.

Dalam kaitan tersebut diatas, meskipun Notaris diangkat oleh pemerintah
(dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang oleh Menteri Hukum dan HAM)
mengenai pengawasannya dilakukan oleh Badan Peradilan. Hal ini dapat
dipahami karena pada waktu itu kekuasaan kehakiman ada pada Departemen
Kehakiman. Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak lagi melakukan
pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan terhadap Notaris, tetapi pengawasan,
pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri
Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas.”

Menurut Pasal 68 UUJN disebutkan bahwa Majelis Pengawas Notaris, terdiri
atas :

a. Majelis Pengawas Daerah;
b. Majelis Pengawas Wilayah,;
c. Majelis Pengawas Pusat.

Keanggotaan Majelis Pengawas tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang yang
terdiri atas unsur :*°
1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;

2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan ditujukan terhadap diri Notaris, perilaku Notaris dan pelaksanaan
jabatan Notaris. Ketentuan mengenai pengawasan, berlaku pula bagi Notaris
Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.”’

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten
atau kota.”® Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di
ibukota propinsi.*’ Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di

% Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 67.
3 Ibid., Ayat (3).
37 Ibid., Ayat (6).
38 Ibid., Pasal 69.

3 Ibid., Pasal 72.
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ibukota negara.”” Masa jabatan Majelis Pengawas tersebut adalah 3 (tiga) tahun

dan dapat diangkat kembali.

Menurut pasal 70 UUJN disebutkan bahwa kewenangan Majelis Pengawas

Daerah, yakni :

1.

Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran
Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;

Melakukan pemeriksaan, terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun setiap waktu yang dianggap perlu;

Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang
bersangkutan;

Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah
terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol
Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (4);

Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran
Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewajiban seperti yang tertera dalam

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

1.

Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan
menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah
tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis
Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang
bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;

Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;

Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari

Notaris yang merahasiakannya;

0 Ibid, Pasal 76.
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Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil

pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30

(tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris

yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;

Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti;

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah, yaitu sebagai berikut : *'

Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas

laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;

Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan;

Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;

Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang

menolak cuti yang diajukan oleh Notaris terlapor;

Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;

Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas

Pusat berupa :

a. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;
atau

b. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi.

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban : *

Menyampaikan keputusan kepada Notaris yang bersangkutan dengan

tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris;

Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas

Pusat terhadap penjatuhan sanksi;

Penolakan cuti.

Majelis Pengawas Pusat berwenang : **

Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam

tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti,

1 Ibid., Pasal 73.
*2 1bid., Pasal 75.

* Ibid., Pasal 77.
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Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;

Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;

Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat
kepada Menteri.

Adapun kewajiban dari Majelis Pengawas Pusat yang berbunyi :

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris
yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan
Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris. **

Majelis Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para

Notaris dengan berpedoman beberapa hal sebagai berikut :

1.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas
Notaris membentuk Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah,
dan Majelis Pengawas Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas |
(satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa;

Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang
memeriksa dan memutus laporan yang diterima. Majelis Pemeriksa tersebut
dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Pembentukan Majelis Pemeriksa
dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima. Majelis
Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai
hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke
bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan
derajat ketiga dengan Notaris. Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai
hubungan seperti itu, Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk
penggantinya;

Pengajuan laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dan

harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti

* Ibid., Pasal 79.

* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,
Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis
Pengawas Notaris, Peraturan No.M.02.PR.08.10 tahun 2004, Pasal 20-29.

Universitas Indonesia
Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH Ul, 2011.



45

yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan tentang adanya pelanggaran
Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris,
disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah. Laporan masyarakat selain
yang disebut di atas disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Dalam
hal laporan sebagaimana tersebut di atas disampaikan kepada Majelis
Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada
Majelis Pengawas Daerah yang berwenang. Dalam hal laporan tersebut
disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat
meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang;

Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan
terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris, dalam waktu
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. Dalam keadaaan mendesak,
pemanggilan dapat dilakukan melakukan faksimili dan kemudian segera
disusul dengan surat pemanggilan. Dalam hal terlapor setelah dipanggil
secara sah dan patut tetapi tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua.
Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kalinya
namun tetap tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan
tanpa kehadiran terlapor. Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan
patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua dan apabila
pelapor tetap tidak hadir, maka Majelis Pengawas menyatakan laporan gugur
dan tidak dapat diajukan lagi;

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum.
Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender setelah laporan diterima. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah
menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak laporan diterima.
Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang
ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Surat pengantar pengiriman berita
acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah
ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus

Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INT).
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Selain Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02.PR.08.10
Tahun 2004 yang telah disebutkan di atas, telah dikeluarkan pula Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Adapun tujuan
dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini adalah
untuk memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris
dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan pembinaan dan pengawasan
kepada Notaris, dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum,
yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga
dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa
Notaris dan masyarakat luas.

Dalam Keputusan Menteri tersebut, dinyatakan bahwa Majelis Pengawas
Daerah mempunyai tugas-tugas sebagai berikut : *°
1. Melaksanakan kewenangan sebagaimana Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 13 ayat (2),

Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004

tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan

Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas

Notaris;

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) tersebut, Majelis
Pengawas Daerah berwenang :
a. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis
Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas penolakan cuti;

b. Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan
unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas
laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;

c. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;

* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis
Pengawas Notaris, Keputusan Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, Bab 3 angka (1).
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Menandatangani dan memberikan paraf buku Daftar Akta dan buku
khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di
bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;

Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah : laporan berkala
setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari, dan laporan

insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

Adapun Majelis Pengawas Wilayah mempunyai tugas : */

Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan
Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
No0.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,
Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara
Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris; Selain kewenangan sebagaimana
dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Wilayah berwenang
Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi
pemberhentian dengan hormat; Memeriksa dan memutuskan keberatan atas
putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud
dengan “keberatan” adalah banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31
ayat (3) dan Pasal 71 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris; Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat
cuti; Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur
pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan
tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah
hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah; Menyampaikan
laporan kepada Majelis Pengawas Pusat yaitu : Laporan berkala setiap 6
(enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari, Laporan insidentil
paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pengawas.

Adapun tugas dari Majelis Pengawas Pusat sebagaimana tercantum dalam

Keputusan Menteri tersebut adalah : **

1.

Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b
dan huruf d, Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia No.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan

*7 Ibid., Bab 3 Angka (2).

* Ibid., Bab 3 Angka (3).
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Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata

Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) tersebut di atas,

Majelis Pengawas Pusat berwenang :

a. Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti
dalam sertifikat cuti;

b. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian
sementara;

c. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan
hormat;

d. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan
dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa
teguran lisan atau tertulis;

e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan
dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut
bersifat final.

Dengan adanya pembagian tugas dari masing-masing organ dalam Majelis

Pengawas Notaris ini, dimungkinkan agar pengawasan terhadap Notaris dapat

berjalan dengan baik dan jelas.

2.3.2. Pengawasan Menurut Organisasi (I.N.I)

Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris,
perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan
merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri
dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris,
yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif
dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh
kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik oleh Organisasi lkatan Notaris

Indonesia dilakukan dengan cara sebagai berikut :
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1. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah lkatan Notaris Indonesia dan

Dewan Kehormatan Daerah.

2. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan

Dewan Kehormatan Wilayah.

3. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan

Dewan Kehormatan Pusat.
2.3.2.1. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi pada Tingkat Pertama oleh

Dewan Kehormatan Daerah

Adapun prosedur pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama
oleh Dewan Kehormatan Daerah seluruhnya diatur dalam Pasal 9 Kode Etik
Notaris Ikatan Notaris Indonesia. Secara garis besar dapat dijabarkan bahwa pada
tingkat pertama, Pengurus Daerah perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan
Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik
yang dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya
dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, Dewan Kehormatan Daerah wajib segera
mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah
untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.

Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah, ternyata ada
dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari
kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban
memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat untuk
didengar keterangannya dan diberikan kesempatan untuk membela diri.

Dewan Kehormatan Daerah akan menentukan putusan mengenai terbukti ada
tidaknya pelanggaran kode etik serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya
apabila telah terbukti terjadi pelanggaran setelah mendengar keterangan dan
pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalm sidang Dewan Kehormatan
Daerah.

Penentuan putusan dapat dilakukan baik dalam sidang maupun sidang lain,
sepanjang penentuan keputusan tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam
waktu 15 (lima belas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan

Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau
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pembelaannya. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah terbukti
ada pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi
terhadap pelanggararnya.

Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar
apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan
Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan
jarak waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap panggilan. Dalam waktu 7 (tujuh)
hari kerja, setelah panggilan ketiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak
memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan
tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh
anggota tersebut dan menentukan putusannya.

Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan
Pengurus Daerah dalam memberikan putusan dan sanksi pemberhentian
sementara atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan terhadap anggota
tersebut.

Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim kepada anggota
yang melakukan pelanggaran tersebut dengan surat tercatat, dan tembusannya
kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan
Kehormatan Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah jatuh putusan oleh
sidang Dewan Kehormatan Daerah.

Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Dewan
Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan
mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan
Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan kode etik atau melimpahkan tugas,
kewajiban, dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan
Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal
anggota yang melanggar kode etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila
Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan

permasalahan yang dihadapinya.
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2.3.2.2. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi pada Tingkat Banding oleh
Dewan Kehormatan Wilayah

Adapun prosedur pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding
oleh Dewan Kehormatan Wilayah seluruhnya diatur dalam Pasal 10 Kode Etik
Notaris Ikatan Notaris Indonesia. Secara garis besar dapat dijabarkan bahwa pada
tingkat banding, perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Wilayah pada
setiap kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia. Putusan yang
berisi sanksi pemecatan sementara atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan
dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah.
Permohonan banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan
jatuhnya sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah. Permohonan banding dikirim
dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan
kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan
Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima
surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/fotokopi
berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat. Setelah menerima
permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota
yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
permohonan tersebut diterima.

Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya
dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan
Wilayah. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah anggota yang
bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk
membela diri, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam sidang
tingkat banding tersebut.

Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar
dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan
Wilayah tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan.

Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirim putusannya kepada anggota

yang mengajukan banding tersebut dengan surat tercatat dengan tembusan
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ditujukan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus
Daerah dan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari
kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas
banding tersebut.

Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah
dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat
kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan
Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan
keputusan tingkat banding.
2.3.2.3. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi pada Tingkat Terakhir oleh

Dewan Kehormatan Pusat.

Adapun prosedur pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat terakhir
oleh Dewan Kehormatan Pusat seluruhnya diatur dalam Pasal 11 Kode Etik
Notaris Ikatan Notaris Indonesia. Secara garis besar dapat dijabarkan bahwa pada
tingkat terakhir, kepengurusan perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan
Pusat pada tingkat Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Putusan yang berisi jatuhnya
sanksi pemecatan sementara atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan yang
dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah tersebut, anggota yang bersangkutan
dapat mengajukan permohonan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan
Kehormatan Pusat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal
penerimaan surat putusan jatuhnya sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah.

Permohonan pemeriksaan tingkat terakhir dikirim dengan surat tercatat oleh
anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dengan tembusan
ditujukan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah
dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu 7 (tujuh) hari
kerja setelah menerima surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat terakhir
wajib mengirim semua salinan/fotokopi berkas pemeriksaan kepada Dewan
Kehormatan Pusat.

Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, Dewan
Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang meminta pemeriksaan tersebut,
selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah menerima

permohonan itu. Anggota yang mengajukan permohonan pemeriksaan tersebut
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dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri
dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam pemeriksaan tingkat
terakhir melalui sidangnya, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah
anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya, dan diberi
kesempatan membela diri.

Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar
dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan
Pusat tetap akan memberi putusan dan Dewan Kehormatan Pusat wajib
mengirimkan putusannya kepada anggota yang mengajukan pemeriksaan tingkat
terakhir dengan surat tercatat dengan tembusannya diajukan kepada Dewan
Kehormatan Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat
dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat

menjatuhkan keputusan atas pemeriksaan tingkat terakhir tersebut.

2.4. Ketentuan Sanksi Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik bagi Notaris
2.4.1. Sanksi Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Terhadap Notaris
Menurut Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.)

Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Notaris, kongres Ikatan
Notaris Indonesia menetapkan Kode Etik Notaris yang merupakan kaidah moral
yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Bagi Notaris yang
melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan
Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut
dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya. Sanksi menurut Kode Etik

Notaris Ikatan Notaris Indonesia dalam Pasal 1 angka (12) yaitu:

suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya, dan alat
pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain
yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam menegakkan
Kode Etik dan disiplin organisasi

Sanksi yang terdapat dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris terhadap anggota .N.I,
yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

1. Teguran;
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Peringatan,;
Skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;

Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;

wok wN

Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
Penerapan sanksi-sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris diberlakukan
secara bertingkat (disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran), dengan

pengecualian ketentuan Pasal 13 Kode Etik Notaris yang berbunyi :

Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara
maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang
anggota perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan
bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pengurus Pusat wajib memecat
sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar
anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan.

Sebagai tambahan, Dr.Habib Adjie, SH, M.Hum, dalam bukunya
memaparkan bahwa sanksi kode etik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris
diberikan bila Notaris melakukan 2 (dua) hal, yaitu : *’

1. Perbuatan tercela sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf (¢) Undang-

Undang Jabatan Notaris;

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan

norma adat;

Terhadap perbuatan tersebut, Notaris dikenai sanksi berupa pemberhentian

sementara dari jabatan sebagai Notaris;

2. Perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris,
sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf ¢ Undang-Undang Jabatan Notaris;

Penjelasan :

* Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat
Publik, cet.2, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2009), hal. 120.
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Yang dimaksud dengan “perbuatan merendahkan kehormatan dan martabat”
misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina;

Terhadap perbuatan tersebut, Notaris dikenai sanksi berupa pemberhentian
tidak hormat dari jabatan sebagai Notaris;

Terhadap ketentuan kedua pasal tersebut murni merupakan pelanggaran kode
etik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun tidak terkait dengan

persyaratan formal akta Notaris.

2.4.2. Sanksi Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Terhadap Notaris

Menurut UUJN
Sanksi terhadap Notaris diatur pada bagian akhir dalam UUJN, yaitu pada

pasal 84 dan 85 UUJN, yang mana terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu :

1.

Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 UUIN, yaitu jika Notaris
melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48,
Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52. Jika ketentuan sebagaimana dalam
pasal tersebut di atas tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta
menjadi batal demi hukum. Hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para
pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian
untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut berupa penggantian biaya,
ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris jika akta
yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di
bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi untuk memberikan
ganti rugi, biaya dan bunga seperti dalam pasal 84 UUJN dapat dikategorikan
sebagai Sanksi Perdata.

Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN, vyaitu jika Notaris
melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf
(k), Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal
59, dan/atau Pasal 63, maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa :

a. Teguran lisan;
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b. Teguran tertulis;

c. Pemberhentian sementara;

d. Pemberhentian dengan hormat; dan

e. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN dapat dikategorikan sebagai
Sanksi Administratif. Sanksi yang terdapat dalam Pasal 84 dan 85 UUJN ini,
merupakan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat di
hadapan dan oleh Notaris. Artinya ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu
yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugas
jabatannya, berupa kewajiban dan larangan yang tercantum dalam UUJN, Kode
Etik Notaris, dan perilaku Notaris yang dapat merendahkan kehormatan dan

martabat Notaris.

2.5. Analisis Kasus Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik yang dilakukan oleh

Notaris

Secara sosiologis, keberadaan Notaris di tengah-tengah kehidupan
masyarakat sangat diperlukan, terutama untuk melayani kebutuhan masyarakat
akan adanya alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna
mengenai hubungan keperdataan yang terjadi diantara mereka. Seorang Notaris
mempunyai tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi
dalam menjalankan jabatannya.

Jabatan yang diberikan kepada seorang Notaris merupakan jabatan
kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk menuangkan kehendak atau
keinginan mereka dalam suatu akta otentik. Sebagai pengemban kepercayaan,
Notaris mempunyai harkat dan martabat yang tinggi dan wajib memberikan saran-
saran sehubungan dengan pembuatan akta untuk mencegah timbulnya sengketa
diantara para pihak sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya.

Pada dasarnya, Notaris juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-
kesalahan, baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas.
Dalam praktek sekarang ini, banyak kejadian yang ditemukan dimana Notaris
tersangkut masalah-masalah hukum karena dijadikan pihak yang terlibat dalam

perkara antara kliennya dengan pihak lain. Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris
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seringkali terjadi karena Notaris tidak mematuhi tugas, kewenangan, kewajiban
ataupun larangan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris
dan Kode Etik Notaris. Penilaian terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Notaris
tersebut jelas tolok ukurnya yaitu didasarkan pada Undang-Undang Jabatan
Notaris dan Kode Etik Notaris dengan melihat adanya unsur-unsur dalam
kesalahan tersebut.

Salah satu kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap jabatan
dan Kode Etik Notaris adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris X
di Kabupaten Banyuwangi. Sedikit gambaran kasus posisi akan diuraikan kembali
untuk lebih memperjelas bentuk pelanggaran jabatan dan kode etik yang telah
dilakukan oleh Notaris X tersebut. Pada awalnya, dua orang pelapor melaporkan
Notaris yang sama, yaitu Notaris X tersebut dalam satu berkas laporan akan tetapi
dalam kasus yang berbeda terhadap perbuatannya yang diduga melakukan
pelanggaran terhadap jabatan dan kode etik.

Dalam kasus yang pertama, Notaris X dilaporkan karena perbuatannya dalam
menjalankan jabatannya berkaitan dengan pembuatan akta. Pada awalnya Notaris
X membuat akta Perjanjian Kredit antara pelapor selaku Debitur dengan BII
selaku Kreditur, dimana diberikan jaminan berupa deposito berjangka milik teman
pelapor. Selain deposito berjangka, pelapor juga memberikan jaminan lain berupa
jaminan perorangan kepada BII yang dimuat dalam akta tersendiri juga. Untuk
menjamin hutang pelapor terhadap temannya yang memberikan jaminan berupa
deposito berjangka tersebut, pelapor memberikan jaminan berupa tanah dan
bangunan miliknya, sehingga dibuatlah Akta Kuasa Jual atas Tanah dihadapan
Notaris X tersebut juga disertai Akta Surat Kuasa Pengosongan kepada teman
pelapor tersebut.

Pada perkembangannya, pelapor tidak dapat membayar hutangnya terhadap
BII sehingga Bank tersebut mencairkan jaminan deposito berjangka milik teman
pelapor sebagai jaminan pada perjanjian kredit yang telah dibuat tersebut. Oleh
karena deposito berjangka tersebut telah dicairkan, maka teman pelapor
berdasarkan Akta Kuasa Jual atas Tanah yang dimilikinya melakukan proses jual
beli tanah dan bangunan dan diikuti dengan proses balik nama Sertifikat Hak

Milik dan Bangunan atas nama pelapor menjadi atas namanya dihadapan Notaris
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X. Jual beli tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pelapor sebelumnya
dengan harga yang hanya disepakati oleh teman pelapor selaku penerima kuasa.
Bahkan sampai sekarang, pelapor tidak pernah diberikan salinan akta jual belinya.

Untuk kasus yang kedua, pelapor lain yang berinisial Tuan G melaporkan

Notaris X yang sama. Pelapor ini merupakan penyewa dari sebuah bangunan

milik Tuan I selaku pemberi sewa. Pelapor bersedia melepaskan hak

penghuniannya atas bangunan objek sewa dengan syarat Tuan I tersebut selaku
pemberi sewa memberikan uang pesangon sebagai ganti rugi kepadanya, dimana
kesepakatan mereka itu selanjutnya dituangkan dalam Akta Nomor 12 yang dibuat
dihadapan Notaris X tersebut. Pada saat penandatanganan Akta tersebut
dilakukan, pelapor belum mendapatkan uang pesangon sebagai ganti rugi, namun

Notaris X tetap menyuruh pelapor untuk tetap menandatangani akta tersebut yang

berisi keterangan bahwa pelapor telah mendapatkan vang pesangon sebagai ganti

rugi dari Tuan I. Bahkan, dalam perkembangannya Notaris X mendatangi pelapor
untuk mengajak berdamai dengan menawarkan contoh draft perubahan Akta

Nomor 12 tersebut.

Dari penjabaran kedua kasus tersebut, akan dijawab permasalahan-
permasalahan yang terjadi dalam kasus, yaitu sebagai berikut:

2.5.1. Perbuatan-Perbuatan Notaris X dalam menjalankan jabatannya yang
dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap jabatan dan kode
etik Notaris

Permasalahan dalam kasus pertama pada dasarnya terletak pada Akta Kuasa

Jual yang dibuat oleh Notaris X tersebut, sehingga menimbulkan beberapa

permasalahan lain yang merugikan pelapor. Keabsahan pembuatan Akta Kuasa

Jual yang dibuat oleh seorang Notaris akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang

terkait dengan pemberian kuasa tersebut. Secara teoritis, pemberian kuasa dalam

hukum positif Indonesia diatur di dalam Buku III Bab XVI mulai dari pasal 1792

sampai dengan pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai

kuasa (volmacht) tidak diatur secara khusus didalam KUHPerdata maupun
didalam perundang-undangan, namun diuraikan sebagai salah satu bagian dari

pemberian kuasa.
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Dari hal tersebut dapat dilihat, bahwa unsur-unsur dari pemberian kuasa

adalah :

1. Adanya persetujuan ;

2. Memberikan kekuasaan kepada Penerima Kuasa ;

3. Atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan urusan.

Pemberian kuasa pada masa sekarang ini sangatlah diperlukan, mengingat
dinamika dan mobilitas anggota masyarakat yang terus berkembang. Lembaga
perwakilan atau kuasa ini sangatlah membantu masyarakat dalam segi kehidupan
yang dihadapi menyangkut bidang hukum. Pada umumnya suatu pemberian kuasa
merupakan perjanjian sepihak, yaitu kewenangan mewakili untuk melakukan
tindakan hukum sepihak. Dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan
prestasi hanya terdapat pada satu pihak saja, yaitu pihak penerima kuasa. >’

Kuasa adalah pernyataan, dengan mana seseorang memberikan wewenang
kepada bahwa yang diberi kuasa itu berwenang untuk mengikat pemberi kuasa
secara langsung dengan pihak lain, sehingga dalam hal ini perbuatan hukum yang
dilakukan oleh penerima kuasa berlaku secara sah sebagai perbuatan hukum yang
dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Dengan perkataan lain, penerima kuasa
dapat berwenang atau bertindak dan/atau berbuat seolah-olah ia adalah orang
yang memberikan kuasa itu. Pasal 1792 KUHPerdata memberikan batasan
(definisi) mengenai “latsgeving”, dimana dikatakan bahwa “latsgeving” adalah
suatu persetujuan, dengan mana seseorang memberikan kekuasaan (macth) kepada
orang lain yang menerimanya untuk atas namanya melakukan suatu urusan.
Perkataan-perkataan “suatu urusan” (een zaak) pada umumnya diartikan sebagai
suatu perbuatan hukum, sedang perkataan-perkataan “atas namanya” mengandung

arti bahwa pemberi kuasa bertindak mewakili pemberi kuasa. >

%0 Nelly Sriwahyuni Siregar, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Kuasa Mutlak Dalam
Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Notaris/PPAT”. (Tesis Magister Kenotariatan Universitas
Sumatera Utara, Medan, 2008), hal. 32.

3! Herlien Budiono, Perwakilan, Kuasa dan Pemberian Kuasa, Majalah Renvoi, Nomor
6.42.1V, 3 November 2006, hal.68.

32 Komar Andasasmita, Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya, (Jakarta:
Ikatan Notaris Indonesia, 1990), hal.90.
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Dari gambaran hubungan seperti yang dikemukakan di atas, maka dapat
dilihat bahwa yang diikat dengan penyelenggaraan atau pelaksanaan urusan itu
adalah pemberi kuasa dan bukan si penerima kuasa. Dengan perkataan lain, akibat
hukum dari pemberian kekuasaan itu yang timbul dari penyelenggaraan urusan itu
akan menimpa diri si pemberi kuasa.

Pada dasarnya, Kuasa Menjual merupakan salah satu bentuk dari kuasa yang
sering ditemui dalam praktek sehari-hari di kantor Notaris. Keberadaan Kuasa
Menjual pada dasarnya dilatarbelakangi oleh berbagai hal, diantaranya yaitu : >
1. Pemegang hak atas tanah atau pemberi kuasa tidak bisa hadir dihadapan

pejabat yang berwenang karena dalam keadaan sakit;

2. Pemegang hak atas tanah atau pemberi kuasa tidak bisa hadir dihadapan
pejabat yang berwenang karena tidak berada di tempat untuk sementara
waktu.

Kondisi dan keadaan semacam ini akan memunculkan pemberian suatu kuasa
jual untuk mempermudah diselenggarakannya perbuatan hukum yang diinginkan
oleh para pihak, yakni peralihan hak atas tanah melalui proses jual beli. Dalam hal
ini, Notaris membuat suatu Kuasa Jual yang dibuat dengan itikad baik para pihak,
dan tidak terkait dengan suatu perbuatan hukum utang piutang.

Dalam praktek sehari-hari, seperti dalam kasus yang telah dijabarkan
sebelumnya di Kantor Notaris juga ditemukan suatu kondisi dimana para pihak
datang ke kantor Notaris meminta untuk dibuatkan suatu akta pengakuan utang
dan kuasa menjual. Dalam hal in1 maksud dari para pihak adalah bahwa diantara
mereka telah terjadi suatu perbuatan hukum utang piutang. Oleh karena itu, untuk
menjamin pelunasan utang tersebut pihak Kreditur meminta Debitur memberikan
suatu kuasa jual, sehingga apabila Debitur wanprestasi maka Kreditur akan
menjual tanah milik Debitur berdasarkan kuasa jual tersebut untuk mengambil
pelunasan piutangnya.

Menurut Herlien Budiono, seseorang yang telah menjalani praktek sebagai

Notaris, pembuatan Kuasa Menjual sebagai jaminan pengakuan hutang bukanlah

>3 Gemi Sugiyarti, “Pelaksanaan Kuasa Menjual Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian
Utang Piutang Di Wilayah Jakarta Selatan”. (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro,
Semarang, 2008), hal. 52.
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pemberian kuasa secara sukarela. Hal ini merupakan penyelundupan hukum,
sebagai bentuk pelanggaran larangan yang bersifat imperatif, yaitu penjualan
benda jaminan. Lebih lanjut disebutkan bahwa tindakan hukum pemberian kuasa
untuk menjual barang jaminan secara di bawah tangan bertentangan dengan asas
yang bersifat “bertentangan dengan kepentingan umum (van openbare orde)”
karena penjualan benda jaminan apabila tidak dilakukan secara sukarela haruslah
dilaksanakan di muka umum secara lelang menurut kebiasaan setempat. Oleh
karena itu, pemberian kuasa semacam ini adalah batal demi hukum. **

Menurut Pieter Latumeten, selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris
Depok dalam seminar ke-XX Kongres Ikatan Notaris Indonesia, pembuatan Akta
Kuasa Jual dikategorikan sebagai kuasa yang mengandung kuasa terlarang dan
bertentangan dengan kepentingan umum. Hal ini disebabkan karena hutang
Debitur kepada Kreditur yang timbul dari suatu Pengakuan Hutang merupakan
perjanjian semu yang diklasifikasikan sebagai kehendak satu pihak, karena
Debitur di pihak yang lemah dan terpaksa menandatangani Akta Kuasa Jual
tersebut. >

Berdasarkan wuraian teori mengenai pembuatan Akta Kuasa Jual yang
dilakukan oleh seorang Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa untuk kasus yang
pertama, terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Notaris X sehingga
dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap jabatan dan kode etik Notaris.
Perbuatan-perbuatan yang dilakukan Notaris X tersebut memenuhi kategori
terhadap pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris karena pada dasarnya
merupakan perbuatan pelanggaran terhadap kewenangan dan kewajiban Notaris
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan
juga perbuatan pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam Kode Etik
Notaris.

Adapun perbuatan-perbuatan yang dilakukan Notaris X sehingga

mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap jabatan dan kode etik notaris

> Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan,
(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 429.

> Pieter Latumeten, “Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris serta
Model Aktanya” (makalah disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 28
Januari 2009), hal. 16.
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terlihat dari hal-hal yang telah dilakukan oleh Notaris X tersebut. Pertama, Notaris
X tersebut tidak memberikan penyuluhan sebelum pembuatan Akta Kuasa Jual
dilakukan. Penyuluhan mana yang memberikan penjelasan pada para pihak bahwa
pembuatan Akta Kuasa Jual sebagai jaminan adanya pengakuan hutang seperti itu
merupakan perbuatan melawan hukum yang akan mudah menimbulkan adanya
sengketa yang dapat terjadi di kemudian hari. Apalagi, dalam Akta Kuasa Jual
tersebut  tidak menyebutkan harga dan tanpa adanya keharusan
pertanggungjawaban dari Penerima Kuasa kepada Pemberi Kuasa. Dalam hal
Notaris X yang tidak memberikan penyuluhan mengenai pembuatan Akta Kuasa
Jual ini, maka Notaris X dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar
kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN.

Kedua adalah bahwa jual beli berdasarkan Akta Kuasa Jual dihadapan Notaris
X tersebut dilakukan tanpa didahului pemberitahuan kepada pemberi kuasa
(pelapor) dimana hal tersebut telah melanggar kesepakatan yang dibuat diantara
mereka sebelumnya. Kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya berisi kata-kata
sepakat yang menyebutkan bahwa bila akan dilakukan penjualan terhadap tanah
dan bangunan milik pelapor atau pemberi kuasa, maka pemberi kuasa akan
dihubungi terlebih dahulu dan akan menentukan harga jual beli tersebut.
Pelanggaran terhadap kesepakatan yang dilakukan oleh Notaris X tersebut
merupakan representasi perbuatan “tidak jujur” dan juga “memihak”, dan
perbuatan yang dilakukan Notaris X inilah yang merupakan perbuatan yang
melanggar kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a
UUIJN Jo Pasal 3 Kode Etik Notaris

Ketiga, Notaris X tersebut tidak melaksanakan kewajibannya untuk
memberikan salinan akta jual beli yang telah dilakukan berdasarkan Akta Kuasa
Jual atas Tanah tersebut kepada pelapor selaku pemberi kuasa yang juga dalam
hal ini selaku penjual tanah yang bersangkutan. Salinan Akta Jual Beli yang tidak
diberikan oleh Notaris X tersebut kepada pihak-pihak yang berhak untuk
mendapatkannya merupakan perbuatan yang melanggar kewajiban Notaris
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf ¢ UUJN. Selain itu, merupakan
perbuatan yang melanggar kewajiban yang mengharuskan Notaris “penuh rasa

tanggung jawab” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris.
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Untuk kasus yang kedua yang dijabarkan dalam ringkasan kasus di atas,
terdapat beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran jabatan dan
kode etik yang dilakukan oleh Notaris tersebut, khususnya pelanggaran terhadap
kewajiban Notaris yang diatur dalam UUJN dan pelanggaran terhadap kewajian
Notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Perbuatan-perbuatan tersebut lebih
tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan pelanggaran terhadap kewajiban Notaris
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan pelanggaran
kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris.

Adapun perbuatan-perbuatan Notaris X yang melanggar kewajiban baik
dalam UUJN maupun dalam Kode Etik Notaris terlihat dari hal-hal yang telah
dilakukannya dalam pembuatan Akta tersebut. Pertama, Notaris X memasukkan
keterangan palsu dalam pembuatan Akta Nomor 12, dimana pada pasal 2 Akta
tersebut berisikan keterangan yang menyebutkan bahwa Tuan G telah menerima
uang pesangon (tanpa menyebut nominalnya) sebagai kompensasi melepaskan
hak penghuniannya atas tanah dan bangunan objek sewa tersebut. Memasukkan
keterangan palsu ke dalam akta tersebut merupakan perbuatan tidak jujur yang
melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan pasal 3 Kode Etik Notaris tersebut.

Sebagai tambahan yang bisa diperoleh, apabila dilihat dari Undang-Undang
secara umum, diluar peraturan yang tertuang dalam UUJN dan Kode Etik Notaris,
perbuatan memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan suatu akta dapat
dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yang dapat dikenai sanksi secara pidana sesuai dengan
pasal yang dapat dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan tersebut.

Kedua, adalah Notaris X yang menyuruh Tuan G selaku pelapor tetap
menandatangani Akta Nomor 12 tersebut walaupun uang pesangon belum
diterima olehnya. Pada awalnya penyebutan bahwa Tuan G telah menerima uang
pesangon tidak serta merta disetujui saja oleh Tuan G. Pada saat pembacaan akta
berlangsung, Tuan G memprotes Akta Nomor 12 tersebut karena merasa belum
menerima uang pesangon atau ganti rugi. Notaris tersebut menjawab dan disertai
penjelasan serta jaminan bahwa Tuan G nantinya akan menerima uang pesangon
dari Tuan I dan menyuruh supaya Tuan G tetap menandatangani Akta Nomor 12

tersebut. Perbuatan Notaris yang menyuruh kliennya menandatangani Akta yang
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berisi keterangan palsu merupakan suatu perbuatan yang tidak jujur dan tidak

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum tersebut,

sehingga perbuatan tersebutlah yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap
kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan kewajiban Notaris
yang diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris.

Ketiga, dalam perkembangan yang terjadi, setelah Tuan G tidak mendapatkan
pembayaran uang pesangon, Notaris tersebut mendatangi Tuan G untuk
“berdamai” dan juga untuk merubah isi Pasal 2 Akta Perjanjian tersebut dengan
maksud dan tujuan agar nama baiknya tidak tercemar. Tindakan Notaris X yang
menyarankan untuk merubah isi Akta yang telah ditandatangani sebelumnya
merupaka perbuatan yang tidak jujur yang melanggar kewajiban Notaris
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan perbuatan
pelanggaran terhadap kewajiban Notaris yang mengharuskan ‘“‘penuh rasa
tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah
jabatan Notaris” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris.

Sebagai tambahan yang dapat disimpulkan, apabila dilihat dari Undang-
Undang secara umum, diluar peraturan yang tertuang dalam UUJN dan Kode Etik
Notaris, tindakan atau perbuatan Notaris X tersebut yang membujuk klien
(pelapor) agar berdamai dengan merubah isi akta merupakan perbuatan percobaan
untuk melakukan kejahatan (tindak pidana) sebagaimana diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat diproses secara pidana apabila pihak-
pihak yang terkait menuntut Notaris X yang bersangkutan.

2.5.2. Tanggung jawab Notaris X terhadap pelanggaran jabatan dan kode
etik Notaris ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku

Notaris dalam menjalankan kewajiban, tugas, dan wewenangnya harus
berdasarkan atau berpedoman pada UUJN dan juga Kode Etik Notaris. Apabila
aturan hukum dipenuhi, maka resiko bagi Notaris untuk menghadapi gugatan atau
tuntutan hukum sangat kecil. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang
membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya

sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.
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Di samping itu, Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatan yang
diberikan oleh Undang-Undang harus mengemban tanggung jawab jabatan secara
profesional. Perlu dipahami, bahwa dalam hal ini bertindak secara profesional
bukan berarti harus dilakukan oleh suatu profesi. Jadi, Notaris dalam menjalankan
jabatannya bukan berarti bertindak sebagai suatu profesi, tetapi Notaris sebagai
jabatan wajib bertindak secara profesional (baik dalam pikiran maupun tindakan)
dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan standar jabatan yang diatur
dalam UUJN, vyaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada
masyarakat dan harus mematuhi peraturan-peraturan hukum, UUJN dan kode etik
Notaris.

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan
dengan kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi empat macam, yakni : °°
1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap

akta yang dibuatnya;

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam
akta yang dibuatnya;

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris
terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan

Kode Etik Notaris.

Berdasarkan uraian tanggung jawab di atas, maka jika dilihat dari kronologis
kasus Notaris X, dapat dinyatakan bahwa Notaris X tersebut tidak melakukan
tanggung jawabnya sebagai Notaris dengan baik.

Dilihat dari sisi Hukum Perdata, konstruksi yuridis yang digunakan dalam
tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuat oleh Notaris
adalah konstruksi perbuatan melawan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya
menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian
kepada orang lain, mewajbkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian

itu, mengganti kerugian tersebut.

%% Nico, Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum, (Y ogyakarta : Centre For

Documentation And Studies Of Bussiness Law, 2003), hal. 250.
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Secara lebih rinci perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah apabila

perbuatan tersebut : >’

1.

Melanggar hak orang lain;

Perbuatan melawan hukum berkaitan dengan dicederainya hak orang lain
(hak subjektif), yang pada hakikatnya merupakan hak yang diberikan oleh
hukum kepada seseorang untuk melindungi kepentingannya, seperti hak
kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik, serta hak-hak atas kekayaan.
Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Artinya pelaku memiliki kewajiban hukum untuk berbuat atau tidak berbuat
menurut hukum yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh
hukum. Sehingga maksud dari bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah
diatur oleh hukum.

Bertentangan dengan kesusilaan;

Kesusilaan dalam hal ini adalah norma preskriptif yang diakuti dalam
kehidupan pergaulan sehari-hari. Norma kesusilaan merupakan norma yang
relatif artinya sesuai dengan waktu dan tempat tertentu.

Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan
harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan
kepatutan bila seseorang dalam suatu perbuatan mengabaikan kepentingan
orang lain dan membiarkan kepentingan orang lain terlanggar begitu saja.

Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif

maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan

kerugian pada pihak lain, jadi sengaja melakukan gerakan. Pasif dalam artian

tidak melakukan suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut

merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan

tertentu (sesuatu yang merupakan keharusan), maka pihak lain dapat menderita

kerugian karenanya.

Bila dikaitkan dengan jabatan Notaris, maka berdasarkan konstruksi yuridis

perbuatan melawan hukum dapat dikatakan bahwa apabila Notaris di dalam

37 Ghofur, Op.Cit., hal. 35.
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menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang
merugikan salah satu atau kedua belah pihak atau para pihak yang menghadap
kepadanya didalam pembuatan suatu akta, maka Notaris dapat dimintakan
pertanggungjawaban berdasarkan konstruksi perbuatan melawan hukum.

Sehubungan dengan arti perbuatan melawan hukum secara luas tersebut,
terlihat bahwa Notaris X tidak menjalankan tanggung jawab secara perdata atas
akta yang dibuatnya, dimana Notaris X melakukan perbuatan melawan hukum
secara aktif yang membawa kerugian bagi pihak yang datang dan membuat akta
kepada Notaris X tersebut.

Dalam kasus pertama, perbuatan melawan hukum terlihat dalam pembuatan
Akta Kuasa Jual oleh Notaris X yang dipergunakan sebagai jaminan adanya
pengakuan hutang, dimana hal tersebut merupakan suatu perbuatan
penyelundupan hukum. Di samping itu, Notaris X membuat akta tersebut tanpa
memberitahukan akibat-akibat yang terjadi dengan pembuatan Akta tersebut dan
mempergunakan Akta tersebut untuk menguntungkan pihak lain dalam proses jual
beli yang terjadi kemudian. Dalam hal ini unsur perbuatan melawan hukum yaitu
“bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta
orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari” telah terpenuhi.

Hal tersebut bisa dikarenakan karena Notaris memiliki pengetahuan yang
kurang (onvoldoende kennis), pengalaman yang kurang (onvoldoende ervering)
dan/atau memiliki pengertian yang kurang (onvoldoende inzicht). Pada dasarnya,
Notaris hanya sekadar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta
otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan
Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam
nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Notaris X dapat dipertanggungjawabkan
atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata
dikemudian hari merupakan suatu hal yang keliru. Tindakan Notaris X yang
merugikan pelapor (klien) dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga
oleh pihak yang dirugikan dengan kualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan

hukum yang merugikan. Untuk itu, seharusnya Notaris memberikan informasi
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hukum yang penting dan selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan
dengan masalah hukum.

Dalam kasus kedua dimana Notaris X membuat Akta Nomor 12, juga
terdapat perbuatan melawan hukum terutama menyangkut pelanggaran terhadap
hak orang lain dan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan orang lain.
Dengan menyuruh klien menandatangani akta yang berisi keterangan palsu, maka
akibat dari perbuatan Notaris X telah membawa kerugian bagi pelapor tersebut.
Unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut terpenuhi, yaitu unsur
“melanggar hak orang lain”, dalam hal ini mengenai hak kebebasan pelapor untuk
menentukan kehendaknya maupun unsur “tidak memperhatikan kepentingan
pelapor” menyebabkan terjadinya kerugian bagi si pelapor tersebut.

Dilihat dari sisi Hukum Pidana, Notaris harus bertanggung jawab atas
perbuatan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang atau apabila melakukan
kesalahan, baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.
Mengenai ketentuan pidana memang tidak diatur dalam UUJN, namun tanggung
jawab Notaris secara pidana dapat dikenakan apabila Notaris melakukan
perbuatan pidana.

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu
bagi yang melanggar larangan tersebut. Tentu pidana dalam hal ini adalah
perbuatan pidana yang dilakukan Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat
umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai
warga negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi : ¥
1. Perbuatan (manusia);

Perbuatan adalah tindakan dan kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan

tersebut
2.  Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan;

Agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana maka harus

memenuhi rumusan undang-undang, dalam artian berlakunya asas legalitas.

3. Bersifat melawan hukum.

58 Ibid., hal. 39.
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Adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak

dan juga merupakan syarat materiil.

Dalam kasus tersebut, apabila dikaitkan dengan teori dalam unsur-unsur
dalam perbuatan pidana, maka Notaris X tersebut melakukan pelanggaran yang
mengarah ke tindakan pidana, yang terlihat pada kasus yang kedua. Berkaitan
dengan pertanggungjawaban Notaris X secara pidana sebagai pejabat umum,
maka sesungguhnya Notaris X dapat dimintakan pertanggungjawaban secara
pidana karena telah melakukan tindak pidana dengan dikenakan tuntutan pidana
berdasarkan pasal-pasal yang telah dilanggarnya dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP).

Hal tersebut terlihat dimana Notaris X telah menyuruh Tuan G selaku pelapor
untuk menandatangani akta yang memuat keterangan bahwa pelapor telah
menerima uang pesangon sebagai kompensasi pelepasan hak penghuniannya.
Pada kenyataannya, keterangan yang dimasukkan dalam akta yang dibuatnya
tersebut tidak relevan dengan kenyataan yang terjadi. Dalam hal ini Notaris
tersebut telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta
otentik, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 266 KUHP. Adapun bunyi
Pasal 266 KUHP adalah sebagai berikut :

(1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu
akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh
akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai
akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika
pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling
lama tujuh tahun; 2) diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan
sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran,
jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Di samping itu, Notaris X juga pernah mendatangi pelapor untuk
berdamai dan bahkan menawarkan suatu draft yang isinya suatu rancangan
perubahan Akta Nomor 12 tersebut. Pada kenyataannya, Akta Nomor 12 itu tidak
jadi dirubah karena pelapor merasa takut menyalahi peraturan perundang-
undangan. Perbuatan Notaris X yang hendak merubah isi akta nyaris dikenai

sanksi pidana apabila pihak pelapor setuju dengan perubahan Akta tersebut,

Universitas Indonesia
Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH Ul, 2011.



70

sehingga tidak selesainya niat untuk merubah isi akta tersebut bukan karena
kehendak Notaris X tetapi oleh karena itikad baik dari pelapor atau klien yang
bersangkutan. Oleh karena itu, Notaris X tersebut telah melakukan suatu
percobaan melakukan kejahatan atau tindak pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 53 ayat (1) jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. >

Perlu diketahui bahwa apabila tawaran dan anjuran Notaris X terhadap
perubahan Akta Nomor 12 tersebut jadi dilakukan, maka tindakan Notaris X
merupakan suatu perbuatan yang mengarah pada tindak pidana berupa pemalsuan
surat, khususnya pemalsuan surat dengan merubah sebagian tulisan yang telah ada
di dalam surat, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan bunyi yang berbeda
dari makna aslinya. Apabila hal tersebut dilakukan, maka Notaris X melanggar
ketentuan Pasal 263 KUHP Jo Pasal 264 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat.

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemalsuan Surat
berbunyi sebagai berikut:

(1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya
benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara
paling lama enam tahun. (2). Diancam dengan pidana yang sama,
barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau
yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu
dapat menimbulkan kerugian

Dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana tersebut, ada dua macam pemalsuan surat, yaitu : 60
1. Membuat surat palsu (vaalscheelijkop maakt), yaitu perbuatan membuat

surat yang isinya bukan semestinya atau isinya tidak benar. Dalam hal ini,

> 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya
permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata
disebabkan karena kehendaknya sendiri; 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan,
dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.

% Soegeng Santosa et.al., “Aspek Pidana Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris,” Renvoi
No.22 (Maret Th.02 2005), hal.30.
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dibuat suatu surat yang isinya tidak benar namun suratnya sendiri asli karena
tidak ada sesuatu yang dirubah, ditambah, ataupun dikurangi;

2. Memalsukan surat (vervalscht), yaitu memalsukan surat-surat dengan cara
merubah, menambah, mengurangi, atau menghapus sebagian tulisan yang ada
dalam suatu surat. Jadi, suratnya ada tetapi surat itu kemudian dilakukan
perubahan sehingga bunyi dan maksudnya berbeda dari aslinya.

Untuk bunyi pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
berbunyi sebagai berikut :

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan
tahun, jika dilakukan terhadap : 1. Akta-akta otentik; 2. Surat hutang dan
sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu
lembaga umum; 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang
dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai; 4. Talon, tanda
bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan
3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5.
Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum, maka
sesungguhnya Notaris bila melakukan tindak pidana dapat dikenakan tuntutan
pidana berdasarkan pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak pidana yang
telah dilakukan. Oleh karena itu, Notaris X dapat dikenakan tuntutan pidana dan
dijatuhi hukuman pidana berdasarkan pasal-pasal yang berhubungan dengan
tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris, jabatan Notaris merupakan
jabatan yang berkaitan dengan individu, organisasi jabatan, masyarakat pada
umumnya dan Negara. Tindakan Notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen
tersebut. Oleh karenanya, suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam
menjalankan jabatannya tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri namun
juga dapat merugikan organisasi jabatan Notaris, masyarakat dan Negara.

Hubungan jabatan Notaris dengan masyarakat dan Negara telah diatur dalam
UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam melaksanakan

jabatannya, seorang Notaris tidak pernah lepas dari kewajiban yang harus
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dipenuhi serta untuk memaksimalkan kinerjanya, Notaris harus dapat menghindari
ketentuan-ketentuan tentang larangan dalam jabatannya.

Ditinjau menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam kasus yang pertama
mengenai pembuatan Akta Kuasa Jual atas Tanah, Notaris seharusnya
bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai
dengan apa yang tercantum dalam UUJN. Pemberian penyuluhan mengenai
akibat-akibat dan resiko yang terjadi mengenai pembuatan Akta Kuasa Jual harus
diberikan terlebih dahulu dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan
perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait didalamnya.

Dari teori yang telah dijabarkan mengenai Kuasa Jual, maka dapat
disimpulkan bahwa Notaris X tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya
untuk melaksanakan kewenangan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e
UUJN yang intinya Notaris harus memberikan penyuluhan hukum sehubungan
dengan pembuatan akta. Pelanggaran Notaris X terhadap pelaksanaan
kewenangan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN juga telah asas Larangan
Penyalahgunaan Wewenang dalam Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang
baik.

Penyuluhan yang seharusnya dilakukan Notaris adalah pemberian nasihat
hukum bahwa pembuatan Akta Kuasa Jual sebagai jaminan adanya pengakuan
hutang akan menimbulkan resiko di kemudian hari. Pada awalnya pembuatan
Akta Kuasa Jual merupakan kehendak dan kesepakatan diantara para pihak untuk
membuatnya. Dalam hal ini, Notaris X tetap dapat memberikan nasihat dan
penyuluhan hukum supaya tidak dipersalahkan apabila munculnya sengketa yang
timbul dikemudian hari, seperti dalam kasus tersebut. Dengan adanya ketidakhati-
hatian dan kesungguhan yang dilakukan oleh Notaris X tersebut, sebenarnya
Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh Undang-Undang
harus dipertanggungjawabkan.

Di samping itu, terdapat pula tanggung jawab Notaris yang dilanggar
sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (d) UUJN sebagai
pelaksanaan Asas Profesionalitas yang harus dimiliki seorang Notaris, yang
menyebutkan bahwa Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan sesuai

dengan ketentuan UU apabila ada alasan untuk menolaknya. Dalam hal ini,
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pemberian jasa pembuatan Akta Kuasa Jual tersebut dapat menimbulkan resiko

terjadinya perbuatan melanggar hukum yang merugikan kepentingan salah satu

pihak kedepannya.

Oleh karena itu, Notaris dapat menolak untuk membuat Akta Kuasa Jual yang

diminta oleh para pihak. Hal tersebut mengacu pada Asas Profesionalitas yang

harus dilaksanakan oleh Notaris X tersebut dan juga dengan beberapa

pertimbangan, yaitu sebagai berikut :

1.

Untuk menjaminkan suatu utang piutang telah ada lembaga jaminan, seperti
Fidusia, Hipotik, Gadai atau Hak Tanggungan sebagai satu-satunya lembaga
jaminan atas tanah di Indonesia.

Dalam hal ini Hak Tanggungan adalah yang paling tepat sebagai pembebanan
jaminan tanah dan bangunan milik pelapor kepada BII, walapupun para pihak
terkadang keberatan untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan
(APHT) dengan alasan prosedur yang panjang, memakan waktu dan biaya
yang lebih mahal.

Seharusnya Notaris dalam menjunjung tinggi nilai-nilai martabat jabatan
dapat memberikan saran agar pelunasan hutang Debitur dilakukan dengan
pembebanan Hak Tanggungan terhadap tanah dan bangunan milik pelapor,
karena pembebanan Hak Tanggungan merupakan satu-satunya hak jaminan
atas tanah yang diakui menurut hukum. Pinjaman atau kredit pelapor kepada
BII sangatlah aman jika dengan memberikan jaminan pelunasan utang berupa
tanah dan bangunan milik pelapor atau dengan dibebani Hak Tanggungan.
Jika dilihat dari sisi negatifnya, mungkin saja pelapor tidak mau jika nantinya
Bank akan menjual tanah dan bangunan yang dibebani Hak Tanggungan
apabila pelapor tidak dapat melunasi hutangnya. Disinilah peranan Notaris
sebagai pejabat publik yang profesional dalam menjalankan jabatannya untuk
memberikan penyuluhan hukum terhadap pihak yang datang kepadanya.
Pembuatan Akta Kuasa Menjual yang dikaitkan dengan utang piutang
sangatlah beresiko dalam arti dapat merugikan Debitur, mengingat apabila
Akta Kuasa Menjual telah dibuat, maka setiap saat Kreditur dapat melakukan
transaksi jual beli tanah, terlepas Debitur wanprestasi atau tidak. Apalagi

Akta Kuasa Jual yang dibuat Notaris disini tidak menyebutkan harga dan
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tanpa keharusan pertanggungjawaban dari Penerima Kuasa kepada Pemberi

Kuasa, maka jual beli tersebut dilakukan dengan harga yang hanya disepakati

oleh penerima kuasa tanpa persetujuan dari pemberi kuasa.

Notaris X tersebut juga tidak melakukan tanggung jawabnya untuk
melakukan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf (a) UUJN, dimana Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak
berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
Tanggung jawab berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN itu juga harus
dilakukan untuk pemenuhan dua asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang
baik, yaitu Asas Kecermatan dan Asas Proporsionalitas yang harus dipenuhi oleh
Notaris X.

Tindakan “jujur” dan “tidak berpihak” terlihat jelas tidak dilakukan oleh
Notaris X tersebut karena secara tidak langsung telah membohongi kliennya atau
pelapor dan melakukan pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh Notaris
tersebut dimana seharusnya sebelum jual beli dilakukan, pemberi kuasa harus
diberitahu untuk dapat menentukan harga yang akan ditetapkan dalam jual beli
tersebut. Bahkan, pelapor tidak pernah diberitahu adanya perbuatan jual beli
tersebut. Ketidaknetralan Notaris X dalam membuat suatu akta ini dapat
menjadikan Notaris dikenai tanggung jawab atas materi akta yang dibuatnya.

Tanggung jawab menurut UUJN selanjutnya yang juga tidak dilakukan oleh
Notaris X tersebut dalam kasus pertama adalah pelanggaran terhadap kewajiban
menurut pasal 16 ayat (1) huruf ¢ UUJN dimana Notaris tersebut berkewajiban
untuk mengeluarkan Salinan Akta berdasarkan Minuta Akta.

Dalam kasus yang kedua, terlihat juga bahwa Notaris X tidak menjalankan
tanggung jawabnya dalam UUJN secara baik dan benar. Terbukti dengan adanya
pelanggaran kewajiban Notaris yang tercantum dalam pasal 16 ayat (1) huruf (a)
UUJN, yakni tidak jujur dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam
perbuatan hukum dalam hal ini, yaitu pelapor. Perbuatan tidak jujur terlihat dari
perbuatan Notaris tersebut yang menyuruh pelapor untuk memasukkan keterangan
palsu sehubungan dengan pembuatan aktanya. Ketidaknetralan Notaris dalam
membuat suatu akta dapat menjadikan Notaris tidak menjaga kepentingan para

pihak yang terkait, yang terlihat dari Notaris yang menyuruh para pihak tetap
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menandatangani akta yang memuat keterangan palsu tersebut bahkan turut
menjamin materi atau isi akta yang dibuatnya tersebut.

Tanggung jawab terhadap pasal 48 UUJN mengenai larangan untuk merubah
atau menambah isi akta, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan,
atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain juga terlihat hampir
dilanggar oleh Notaris X tersebut. Tindakan Notaris X yang tidak terpuji terlihat
dimana Notaris tersebut mendatangi klien untuk merubah isi akta dengan tujuan
untuk melindungi nama baiknya tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 48 ayat (2) UUJN.

Prosedur yang tepat dalam UUJN adalah perubahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 UUJN tersebut dilakukan pada saat akta selesai dibacakan oleh
Notaris dihadapan para penghadap dan saksi-saksi, dan dilakukan dengan cara
diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris
(direnvoi), maka perubahan itu dianggap sah. Oleh karena itu, perubahan untuk
menambah, mengurangi atau merubah isi Akta setelah selesai ditandatangani oleh
para pihak tidak diperkenankan dan tidak diatur dalam UUJN.

Dilihat dari segi Kode Etik Notaris, hubungan jabatan Notaris dengan
organisasi Notaris diatur melalui Kode Etik Notaris yang ditetapkan dan
ditegakkan oleh Organisasi Notaris. Keberadaan Kode Etik Notaris merupakan
konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi.
Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUJN, dimana terdapat dalam Pasal 4
UUJN mengenai sumpah jabatan bahwa Notaris melalui sumpahnya berjanji
untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai
dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai
Notaris.

Dihubungkan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Notaris X tersebut,
terlihat baik dalam kasus pertama maupun kasus kedua, bahwa terdapat beberapa
tanggung jawab terhadap aturan dalam Kode Etik Notaris yang dilanggar oleh
Notaris tersebut.

Adapun tanggung jawab terhadap kewajiban Notaris sebagaimana diatur
dalam pasal 3 Kode Etik Notaris yang tidak dipatuhi oleh Notaris X, terutama

menyangkut mengenai tanggung jawab untuk menghormati dan menjunjung
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tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, serta kewajiban bertindak jujur,

mandiri, dan tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

2.5.3. Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris X atas
perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran jabatan dan Kode
Etik Notaris ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris

Pelanggaran terhadap jabatan dan kode etik yang dilakukan oleh seroang
Notaris dapat berakibat dikenakannya sanksi bagi Notaris yang bersangkutan.
Pemberian sanksi yang ditujukan terhadap Notaris untuk memberikan penyadaran
bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya telah melanggar ketentuan-
ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum
dalam UUJN dan juga kode etik Notaris. Di samping itu, pemberian sanksi
terhadap Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang
dapat merugikan masyarakat. Sanksi tersebut diberikan untuk menjaga martabat
lembaga Notariat sebagai lembaga kepercayaan, dimana jika Notaris melakukan
pelanggaran maka dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris
tersebut.

Pemberian sanksi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris didasarkan
atas pemeriksaan atas dua kasus berbeda yang dimuat dalam satu laporan yang
diajukan terhadap Notaris yang sama yaitu Notaris X tersebut. Berdasarkan pasal
70 UUJN, Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Banyumas dan
Purbalingga dalam kasus tersebut berwenang untuk menyelenggarakan sidang
untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran
pelaksanaan jabatan Notaris X.

Di samping itu, berdasarkan ketentuan dalam pasal 71 UUJN, MPD
Kabupaten Banyumas dan Purbalingga tersebut berkewajiban untuk memeriksa
laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah Jawa Tengah dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan,
Notaris X, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.

Berdasarkan Pasal 73 UUJN, Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk

menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas
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laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah serta
memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat
tersebut. Dalam pasal tersebut disebutkan juga bahwa Majelis Pengawas Wilayah
berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran tertulis atau lisan bagi
Notaris tersebut, bahkan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada
Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai
dengan 6 (enam) bulan ataupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam kasus tersebut, Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi
Jawa Tengah tersebut dijatuhkan awalnya didasarkan atas pertimbangan dalam
pemeriksaan awal dari Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas dan
Purbalingga. Di samping itu, Majelis Pengawas Wilayah Propinsi Jawa Tengah
juga telah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 73 UUJN dimana
menyelenggarakan sidang terlebih dahulu untuk memeriksa dan mengambil
keputusan. Hasilnya adalah dalam putusan tersebut tercantum sanksi
“memberikan teguran tertulis” kepada Notaris X tersebut dengan tujuan agar
Notaris tersebut lebih seksama dan cermat tidak berpihak, dan menjaga
kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana diatur
dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (a) UUJN.

Dalam kasus tersebut, terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris
Propinsi Jawa Tengah, pelapor melalui kuasa hukumnya merasa keberatan dan
menyatakan banding atas putusan tersebut dengan menyampaikan Memori
Banding kepada Majelis Pengawas Pusat. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77
UUJN, disebutkan bahwa Majelis Pengawas Pusat (MPP) berwenang untuk
menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam
tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, memanggil
Notaris terlapor untuk diperiksa, serta menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian
sementara ataupun mengusulkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak
hormat kepada Menteri.

Dalam putusan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Pengawas Pusat memutuskan bahwa “menyatakan memori banding dari
pembanding/pelapor tidak dapat diterima”, dalam artian bahwa Majelis Pengawas

Pusat menyetujui putusan penjatuhan sanksi yang telah diberikan oleh Majelis
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Pengawas Wilayah sebelumnya. Hal tersebut juga didasarkan pada ketentuan
dalam pasal 73 ayat (2) UUJN yang menyebutkan bahwa Keputusan Majelis
Pengawas Wilayah yang berupa pemberian sanksi berupa teguran tertulis atau
tertulis tersebut bersifat final.

Peraturan perundang-undangan yang menegaskan kembali mengenai
Keputusan Majelis Pengawas Wilayah tersebut tercantum dalam Pasal 40
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,
Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara
Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pasal tersebut menyebutkan bahwa
Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk menyelenggarakan sidang untuk
memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan
sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis. Dalam hal ini, Majelis
Pengawas Pusat telah melakukan tindakan yang benar dan memenuhi aturan-
aturan dalam penyelenggaraan sidang untuk menjatuhkan sanksi terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris X tersebut.

Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Propinsi Jawa
Tengah tersebut jika diteliti lebih jauh ternyata merupakan sanksi administratif.
Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa Notaris X telah melanggar
ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN schingga dikenakan salah satu sanksi
dalam pasal 85 UUJN. Dalam hal ini, sanksi tersebut berupa “teguran tertulis”
kepada Notaris X tersebut untuk lebih menjalankan kewajibannya secara cermat
dan menjaga kepentingan para pihak.

Dilihat dari perbuatan Notaris X tersebut yang sangat merugikan para pelapor
dan berakibat fatal kedepannya, sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Majelis
Pengawas Wilayah termasuk sanksi yang ringan dan kurang sebanding dengan
apa yang telah diperbuat oleh Notaris X tersebut. Sanksi administratif yang
diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Propinsi Jawa Tengah juga hanya
didasarkan atas pelanggaran pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang dilakukan oleh
Notaris X tersebut. Apabila dikaji lebih jauh, sebenarnya Notaris X tersebut juga
telah melanggar pasal 16 ayat (1) huruf (c) dan (d) UUJN dan hal tersebut tidak
dijadikan pertimbangan bagi Majelis Pengawas Wilayah Propinsi Jawa Tengah
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untuk menjatuhkan sanksi administratif yang lebih tepat kepada Notaris X
tersebut.

Peranan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dalam kasus tersebut
kurang terlihat dalam mengawasi Notaris X yang melakukan pelanggaran
terhadap kode etik Notaris yang dilakukannya. Seharusnya, dalam melaksanakan
pengawasan terhadap Notaris, organisasi Notaris Ikatan Notaris Indonesia dalam
hal ini pengurus perkumpulan dan Dewan Kehormatan dapat memberikan saran
dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik
Notaris. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia juga pada dasarnya dapat
berperan secara preventif (bersifat pencehagan) dengan membina para Notaris
supaya tidak melakukan penyimpangan sehingga dapat melaksanakan tugas
jabatannya dengan baik.

Dalam kasus yang pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris X tersebut,
apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik
Notaris, maka Dewan Kehormatan berkewajiban memanggil anggota yang diduga
melakukan pelanggaran, yang dalam hal ini adalah Notaris X tersebut untuk
didengar keterangannya. Dewan Kehormatan baru akan menentukan putusannya
mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris X
tersebut dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya apabila ternyata terbukti
melakukan pelanggaran. Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan
mengenai pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris harus berdasarkan
sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Kode Etik Notaris, dan disesuaikan
dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran yang telah dilakukan.

Menurut penulis, sanksi yang tepat diberikan kepada Notaris X tersebut
adalah sanksi administratif yang berupa pemberhentian sementara selama 3 bulan.
Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan fatalnya berbagai pelanggaran jabatan
dan kode etik yang telah dilakukan oleh Notaris X tersebut, sehingga jenis sanksi
yang diberikan disesuaikan dengan akumulasi pelanggaran yang telah dilakukan.
Tentu saja juga dengan peran Dewan Kehormatan yang seharusnya
mempertimbangkan bahwa dalam hal ini akumulasi pelanggaran Kode Etik yang
telah dilakukan oleh Notaris X tersebut dapat menunjang pemberian sanksi

administratif yang lebih sesuai kepada Notaris X tersebut.
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BAB3
PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab
sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang akan menutup uraian ini,
yaitu sebagai berikut:

1. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dikategorikan
melakukan pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris apabila tidak
memberikan penyuluhan hukum sebelum pembuatan akta dilakukan. Terkait
dengan kasus ini, maka pembuatan Akta Kuasa Jual yang dilakukan
merupakan perbuatan yang melanggar kewenangan Notaris sebagaimana
diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris
(UUJN). Di samping itu, apabila Notaris melakukan perbuatan tidak jujur dan
memihak seperti menyuruh kliennya memasukkan keterangan palsu dalam
suatu akta serta menyuruh kliennya tersebut menandatangani akta yang berisi
keterangan palsu tersebut, schingga telah melakukan perbuatan yang
melanggar kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf a UUJN dan juga melanggar kewajiban Notaris sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris. Perbuatan lainnya adalah apabila Notaris
tidak memberikan salinan akta kepada pihak-pihak yang berhak
mendapatkannya, sehingga telah melakukan perbuatan yang melanggar
kewajiban Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c
UUJN.

2. Dalam hal terjadinya pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris, maka
Notaris dapat bertanggung jawab baik secara perdata, pidana, UUJN, maupun
Kode Etik Notaris terhadap kebenaran materiil akan akta yang dibuatnya.
Seorang Notaris bertanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran
materiil akta yang dibuatnya apabila melakukan perbuatan melawan hukum
yang melanggar ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Terkait dalam kasus ini adalah perbuatan Notaris dalam pembuatan Akta
Kuasa Jual yang digunakan sebagai jaminan adanya pengakuan hutang.

Seorang Notaris bertanggung jawab secara pidana terhadap kebenaran
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materiil akta yang dibuatnya apabila melakukan suatu perbuatan pidana
dengan dikenakan tuntutan pidana berdasarkan pasal-pasal yang telah
dilanggarnya, seperti pelanggaran pasal yang berkaitan dengan pemalsuan
surat yang melanggar ketentuan Pasal 266 KUHP dan perbuatan percobaan
melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo ayat
(2) KUHP. Seorang Notaris dapat bertanggung jawab atas setiap materi akta
yang dibuatnya berdasarkan UUJN apabila melakukan perbuatan yang
melanggar kewenangan Notaris yang tercantum dalam pasal 15 ayat (2) huruf
e UUJN, serta melakukan perbuatan yang melanggar kewaijban Notaris
sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, Pasal 16 ayat
(1) huruf ¢ UUJN, dan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, sehingga dapat
dikenakan sanksi yang tercantum dalam UUJN. Seorang Notaris bertanggung
jawab dalam menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan kode etik Notaris
dan apabila mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya, seperti
melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Notaris yang tercantum dalam
Pasal 3 Kode Etik Notaris maka dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam
Pasal 6 Kode Etik Notaris.

. Penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis oleh Majelis Pengawas terhadap

Notaris yang melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran
jabatan dan kode etik Notaris seperti yang telah diuraikan di atas didasarkan
pada ketentuan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 85
UUJN. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa Notaris telah
melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN
sehingga dikenakan salah satu sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN.

3.2. Saran

Sebagai saran dari penulis yang dapat dijadikan masukan dalam

meningkatkan mutu dan kualitas di bidang kenotariatan adalah sebagai berikut:

1.

Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh Notaris tersebut dirasa kurang tepat karena tidak
mempertimbangkan perbuatan Notaris lainnya yang telah melanggar

ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e UUJN, Pasal 16 ayat (1) huruf c
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UUIJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN. Oleh karena itu, lebih tepat jika
Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dijatuhkan sanksi administratif
berupa pemberhentian sementara selama 3 bulan.

. Peranan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai alat
perlengkapan Organisasi lkatan Notaris Indonesia dalam melakukan
pengawasan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode
Etik Notaris harus lebih fungsional dan berperan aktif sesuai dengan

kapasitasnya yang ditentukan dalam Kode Etik Notaris.
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PUTUSAN

NOMOR: D/B/M].PPN/2009
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PEMERIKSA PUSAT MOTARILS

Mapels  Pemenksa  Puosat H‘:!’tuﬁ }r'm’ﬁ' |t|‘.&iﬁﬁ_‘i.}fﬂ dan  memutuskan
permohonan banding terhadap putusan Maijelis Pemeriksa Wilayah MNotaris
Provinsi Jawa Tengﬂl Nomor: W033 MPW.0E0T_Tahun 2007 tanggal 24
(ktober 2007, menjatubkan putusan dalam perkara:

Mama :
Tempat/ tgl lahir £

Tiandsawathy Thghokeniions, SH
MWDRE‘M 19\4:]1uﬂ119—1’&'

Pekeraan . Motans Kabupaten Banywwang: berkedudukan
di Purwokerto

Aganma ¢ Katolik

Alamat

. Jalan MesjidNa 6 Putwokerto, Jawa Tengah:

Trahiuly d'r.ﬂiﬁt Terlapar, mmﬂn!-iﬂa?huﬂ'ﬁbmﬁing:

Maina
Pekerjaan
Agama

'

Alwmat

Mama

Peerzpat/f tel labor
Pekerjaan
Alamat

IIE AL

Achmad Soder
¢ Wiraswasia

Tl

¢ Kelufahat' Karangwanghkal RU O1/RW 01,

Eecamaton  Purwokerto  Utara,  Kabupaten
Banyuw g

- Gani Sumads

i Purwokerto, 13 Okiober 1945

¢ Wiraswasta

: Jalan fenderal Sodivman Mo, 227 Porwokerto,

Jaws Tengah;

Bahulu disebut Pelapor, sekarang disebut Pembanding;

Majelis Pemeriksa Musat Motaris tersebul;

Setelah membaca dan mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat {3} Peraturan
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mentert Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.
PE.D810Tabun 2004 tentang TataCara Pengangkatan Angpota, Pemberhentian
Anggota, susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis
Pengawas Notaris, dan penetapan Ketua Majelis Pengawas Motaris Nomor:
M-05 MPFPMNA0301 Tahun 2009 tanggal & April 2009 tentang Penunjukan
Majelis Pemeriksa Pusat Notaris:

setelah membaca berkas perkars bandingNomorsM-04,/ BANDING / MPPN/
IV/ 2002 tanggal 16 April 2008

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Tedapor Pejabat Notads di Kabupaten Banytimas
vang berkeduduban di Purwokerto dilaporkan oleh mm-m&;&eri
dan Gani Sumadi melalui kuasa huku muya Arls Munadi, SH h!p.mcla Majelis
Pengawas Dacrah Notaris Kabupaten Banyumas dan Pubalingga. atas dugaan
melakukan petiyimpangan jabatag, Notaris dalam pembuatan akta Notaris
{surat laporan ke Majelis Pengawas Daera® Notaris Kebupaten Banyumas dan
Purbalingga tidak dilampirkan dalam penyampaian permohonan banding).
1. Permasalaban dengan Achmad Soderl

Notaris Tjandrawathy Tpptokentjing, SLI dilapockan telah melakokan
penyimpangan jabatan MNotaris dalam pembuatan:

a. Akta nomor EEWIEI*WVMWW-MEM
dari Saudara Achmad Soderi ke PT Bauk Intemtional Indonesia
(selanjutnya disingkat Bank BH);

b, Aktanomor 24 tertanggal 21 Pigﬂshﬁ.ﬂiﬂﬂh@htﬁrig’ Penjaminan Hutang
dari Wiwi Sundari terhadap ulangnyva Achmad Soderi ke RBIT:

€. Akta nomor 25 tertanggal 21 Apgustus 2000 tentang Kuasa untuk
Menjual dari Achmad Soderi kepada Temmy Widjaja:

d. Akta nomor 26 tertanggal 21 Agustus 2001 tentang Surat Kuasa
Pengosongar dari Achmad Soderi ke Temmy Widjaja

-

2 Permasalaban dengan Gani Sumardi

MNotaris Tjandrawathy Tjiptckentjono, SH dilaporkan telah melakukan
penyimpangan jabatan Notaris dalam pembuatan akta nomor 12
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tertanggal 6 Oktober 2006 tentang Perjanjian antara Sdr. Gani Sumards
dengan Sdr. Ivan Bahtera, BBA, MBA

Menimbang, bahwa tanggal 13 Juli 2007 Majelis Pengawas Daerah
Motaris Kabupaten Banyomas dan Purbalingga di Jafan Pramuka Nomaor 168
Purwokerto telah melakukan pemeriksaan pokok perkara terhadap Terlapor/
Molaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH  atas laporan Pelapor Acmad
Soderi Momor: 03/ KADP- ﬁ'f-.-'l,.l"h’ll,.l"ilﬂ" Hngg;ﬁ 1 Jull 2007 sebagaimand
tertuang dalam Hasil Pemeriksaan .E"ﬂa;:lﬂt Atas Nama Achmad Soderi yeng
ditandatangani oleh Kétua Majelis Fa-nﬂima.i Dwerah Notaris Eabupaten

Banyumas dan Pu rhﬂtﬂgﬁ Hﬂgﬁ‘ﬂ A Juli 2007,

Bahwa dart hasil pemeriksaan tersebut diperleh kol
Tjandrawathy Wmméu&mm berikut:

bahwa befiar pada tanggal 21 Agustus 2000 telah ditandatangar: di
hadapan Netaris Tiandsawathy: Fljipﬂ'kﬂ‘djﬂﬂﬂ mw &ﬁm'&at}
akin yang berkaigan dengan persoalan yang, diajukan pelapor, yaite:

a. Akta NMomor 23 komparannya adelal Achmad Soderi sebagai
debitur, PT, Bank Intermasional Indonesia. (B} sehagat kreditur,
dimana ringkasan isi. Akt adalah; Akta Pepgakuan Hutang dari
Sdr. Achmad Soderi ke mww hutang Rp, 49000000,
(empat putul m’hﬂnﬂjut.l tﬁrﬂld'mnj&mmmw!ﬂ:!dang
tanah Sertifikar Hak Milik Nomor: 363 di Kel, Karangwangkal, Kec
Purwokerto Utara Kb Banyumas seluss 337 M2 atas pama Acmad
Soderi dan diposito berfangka scrifai Rp. 55,000,000, (tima puluh
lima juta rupiafyatas nama Temmy Widjaa:

b Akta Momor 24 komparannva adalah BIT sebagai kreditur, Wiwi
Sundari sebagai Penjamin Hutang Sdr. Achmad Soderi di Bll, dengan
isi ringhkasan akta adalah Akta Pemjamin Hutang darn Wiwi Sundari
terhadap hutangnya Achmad Sederi ke BIL

'. gan dari Notaris

c.  Akta Nomor 25 komparannyae adalah Acmad Soderi sebagai Pemberi
Kuasa, Temmy Widjaja sebagai Pencrima Fuasz, ringkasan isi zkta
adalah Akta Kuasa Untuk Menjual dan Achmad Soden ke Temmy
Widjaja;

d.  Aktla Nomor 26 komparannya adalah Achmad Soderi sebagai Pemiberi
Kuasa , Temmy Widjaja sebagai Penerima Kuasa dengan ringkasan
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isi akta adalah Akla Sural Kuasa Pengosongan dan Achmad Soderi
ke Tlemmy Widjaja;
Bahwa karena hutang Acmah Soderitidak dibavar sebagaimana mestinya
maka Bl selaku kreditur kemudian mencairkan deposito milik Temmy

Widiaja untuk keperluan pelunasan butang Acmamd Sodery kepada
BLL

Bahwa karena deposito Temmy Wiyjaya vang melupasi hutang Pelapor/
Acmad Soderi, maka Temmy Widjaja meminta kepada Terlapor / Notaris
Tjandrawathy Tji p!aﬁgqﬁnm, *‘E{ml:: TN PrOSEs wmm Sertifikal
Hak Milik dan Bangunan Mp&l’f&]ﬂﬁlﬂ Soderi kepada femmy
Widjaja berdasarhan Surat ﬂuﬂuﬁumu& Hﬂifl.lﬂl !ﬂtﬁg i:lrhthng dalam
Akta Momor ﬂ’ﬂi‘, dan untul; keperivan tersebut telah ditindatangan:
Akta Jual Beli Nomor 308/PWT /2001 tenggal 10 Nopember 2001 yang
dibuat dihadapan Terlapor/ Notaris Tjandrawathy Ijiptokentjono, 811
selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Bahwa sobelum akts jual beli tersebut ditancatangani, Nokar
Tjandrawathy  Tjiptokentjono, *5H ‘mengaku telah beberapa Kali
menghu bua:g:ﬁd:r ‘Achmad Soderd melahn kelepon rumah Slr. Achmand
Soderi, akan tetapi Sdr. Achmad Soderi tidak pernab bisa dihubungt;

Bahwa i dalam Akts* Juzl Beli TNemor 308 PWTA2001 tersebul
dicantumkan hﬁ‘rﬁa‘jﬁuﬂ adalah Rp. 39,000,000 - {tiga puluh sembilan juta
rupiah),

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2007 di Sékretarial Mnldﬂrfﬁngﬁ as Daerah
MNotaris Kabupaten Banyuwangi dan Pubalingga di Jalan Pramuka Momor
168 Purwokerte telah dilakukan pomenksaan terhadap Pelapor (Sdr,
Achmad Soderi didampingi pengacaranya Arss Munadi, SH) sebagaimana
tertuang dalam Hasil Pemeriksan Pelapor atas nama Achmad Soderd vang
ditandatangani oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten
fanyvuwangi dan Purbalinggza tanggal 30 Juli 2007

Dart hasil pemeriksaan tersebut diperaleh keterangan-keterangan sebaga
berikut:

Bahwa benar Pelapor elah menandatangani Akta Momor 23, 24, 15
tersebut di atas, tetapi Pelapor tidak merasa menandatangani Akta
Nomor 26 dengan judul Sural Kuasa;
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Bahwa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Bomor 25 tersebut di atas;
hanya dimaksudkan oleh Pelapor sebagai jaminan kepada Sdr. Temmy
Widjaja karena depositi Sdr. Temmy Widjaja dijadikan sebagai jaminan
pinjaman Pelapor kepada Bank BIL;

Bahwasebelum tanda tangan Akta Nomor25{Surat Kuasauntuk Menjual),
Terlapor Notarss Tjandrawathy Tiiptokentjcno, SH menjelaskan bahwa
bila akan dilakukan penjualan tﬂjﬂﬂlpunah dan bangunan miliknya,
Pelapor akan dihubungi dan Pelapor scndiri yang akan menentukan
harganva;

Bahwa sebelum tanda tangan skta Jual Beli Nomor 308/PWT,/ 2001,
Pelapor rrreﬂﬁaﬁ: %k pernah difibu ngi ﬂl!‘ﬁ’*l'&:hmr dan Pelapor
tidak mengetahui bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dibalik
nama ke atas nama Temmy Widjaja;

Bahwa nngﬁmmm angunan fersebut masih ditem pati
dan d1kﬂﬂ5§‘!ﬁ£ﬁf‘!&]}m aehngalhmpﬂ tinggal;

Bahwa Pelapor baru mengetahi Sertifikat tanah dan hugum telah
dibalik mama ke.atas nama iI'Eim;th_,r W*I:iwn ketika lemnghp ﬂnlam
persldanm di Feng;dllﬂlﬂegﬂi i‘.hnjmﬂ‘las Hda selkitar hiltlll 2004
dan informasi dart Kepals Desa bahwa SPRFT_PBE dari
tanah dan’ 'Eﬁhﬂﬂ.nmﬂ!lﬁﬂhut ek, Aibolik e Re-utas nama Temmy
Widjaja;

Bahwa baik melalui Emil Hukuminya atau Pelapor secara pribadi,
Pelapor mengaku w ‘memintz salinan ﬂﬁlﬂ-ﬂﬁﬂﬂ' 23, 24 dan 35
tetapi oleh Terlapor MNotaris "I'I-iﬁdﬂ'-'d‘n&uj‘ Ti‘pﬂmtpmw 5H tidak
dibeeri

Sdr. Aris Munadi, SH selaku kuasa hukum Pelapor menjelaskan saat
ini milai jual tanah dan bangunan vang disebutkan dalam Sertifikat Hak
Milik Blomor 363 tersebut di atas berkisar sebesar Ep. 1.000,000.000,-
{satu milyard rapiah).

Bahwa Sdr. Temmy Widjaja telah dipanggil Majelis Pemeriksa Dacrah

Motaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga untuk didengar keterangannva
sebanvak 3 (tga) kali vaitu panggilan ke 1 (saw} dengan surat Nomaor: 09/
MPD.BMS.PBG/ VIL/ 2007 tanggal 19 Juli 2007, panggilan ke 2 {dua) dengan
sumat Momor: 12/ MPDLEMS.TPBG/ "r'l'E,.l' 2007 tanggal 21 Juli 2007, dan
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panggilan yang ke 3 (tiga) dengan surat Nomor: 16/ MPDBMS. "B/ VIS 2007
tanggal 26 Jul 2007 juga Bdak memenuhi panggilan, Demikian sebagaimana
tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Pelapor atas nama Achmad Soderi vang
ditandatangani oleh Ketua Majelis Pengawas Dacrah Notaris® Kabupaten
Banyumas dan Purbalingga tanggal 30 Juli 2007

Baliwa Sdr, Temmy Widdiaga telah dilakukan pemanggilan secara patul
sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang bgmﬁ%mn tidak permah memenuhi
panggilan tanpa keteranganaPapun, sehingga I\-ﬁem Pengawas Daerah
tidak mendapat Leteranphq-aﬁ:n’danﬂi Temmy %p‘

Bahwa untuk nwleilfghlﬁ mm maka Majelis Penpawas Daeral
Kabupaten Hnﬂ.?llm dan Fﬁiﬁﬂmgﬁl’ mengirim sufat ke Motaris
Tjand rawathy 'Iyp-m.éhﬁmn SH Nomer 14 MPD. HWF‘EG;W;QM?
tanggal 19 Juli 2007 perihal permchonan memertkss minuta Akt Nomor
13, 24, 25, dan 2

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2007 sckitar jam 14.00 WIB Tim. Pemerikss
MPE hadir untuk mopemui Mancﬁg,ﬂ'ﬁrhﬁﬂf i kaﬁﬂ"tkfﬁ. Jalan
Masjid Momor1ePurwokerta, akan tetapi pang bersanghutan tidak berada
di tempat damdiperoleh keterangan bahwa yang bersangkutan sedang
berada di Jakarta karena suaty keperluan. Tim Pemeriksa MPD diterima
aleh 2 (dua) nﬂq,g'pegawa; yﬂp@?la::\?ﬂ memberikan salinan ar.tt;ﬂ;i:hm
23, 24, 25, dan ‘Iﬁ,ﬂtﬁngiﬁln rdniita akta mma:wamm

Bahwa dari hasil pengamatan Tﬁr?l';mhl:i;.sn -tqnl.‘mh
yang melihat mﬁut#—hihqh—qih Nog “ﬂ,ﬁl %mmﬁmﬂ akta-
akta tersebut dlMdﬂw ﬂah P'Lhﬂh-: | ﬂ*ﬂﬁzﬂm nama
ki gy i

Bahwa untuk pemeriksaan lebih Jamut. Mapehs Pengawas Daerah
mengirim surat kepada Notaris Tiandravathy Tjiptokentjono, SH nomor
14/ MPLXBMS PBG/ VI 2007 tanggal 21 Juli 2007 perthal permohonan
mengirimt foto copy minula akta Nomor 23, 24, 25, dan 26 yvang telah
dicocokkan dengan aslinva ke Sekretarial Majeb= Pengawas Daerah
Maotars Kabupaten Banyumas dan Purbalingga selambat-lambatnya hari
Senin tanggal 23 Juli 2007, namun permintaan Majelis Pengawas Dacrah
tersebut tidat permah dilaksanakan;

Bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banvumas
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dan PPurbalingga menginm surat kembali kepada Terlapor Motans
Tiandrawathy Thptokentjona, SH pada tanggal 28 Juli 207 Nomor 17/
MPD.BMSPBG/VIL/ 2007 untuk menghadin rapat Majelis Mengawas
Dagral pada hasi Senin tanggal 30 Juli 207 pm 1600 WTH bertempat
di Sekretariat Majeliz Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyumas
dan Purbalingga, jalan Pramuka nomor 168 Purwokerto namun Terlapor
tidak hadir.

Demikian sebagaimana tertiang dalam Hasil Pemeriksaan Pelapor atas
nama Achmad Soderiyang ditandatengani oleh Ketua Majelis Pengawas
Dagrah Notaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga tanggal 30 Juli 2007

Hahwa pada ﬂl‘lﬁ‘l dan_tempat }raﬂf sama, vaito w 13 Juli 2007
di Sekretarial Majelis Iﬁgiwﬁ Diserah Notaris Kabupaten Banyumas dan
Purbalingga di |alan Pramuka Momar 168 ﬁrﬂbﬁtrﬁiﬁﬁllﬂhﬂﬂu kan
pemeriksaan pokok perkara terhadap Netaris Tjandraw athy Tjiptakentjono
SH atas laporan Aris_Mimadi, SH, selaku Kuass Hukom dadl 'hmn
Sumardi Noméi: nz;mﬂp-auﬁu ;M tanggal 4 Juli 2007 seba
tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Pelapoe atas nama Gani Sumardi Vang
ditandatangani_oleh Ketua Majelis. Pengawas. Daerah N-::hm'&a‘:luphl.en
Banyumas dan Purbalingga tanggal 30 Juli 2007

Dari hasil pemeriksaan temebut diperolet hetesangan dari Notaris
T|midmwuﬂ1ywmm*ﬁiﬂhﬂﬂmmt -

bahwa pada tanggal #ﬂhﬂhr—ﬁﬁcfahh {ﬂtlﬂdtw Akta Nomor
12 aleh Pelapor E*:Hiwﬂﬂ:l'.' a i v
tanah dan bangunan FOKO OBOR }ﬂlg ﬁﬂﬂhﬁ i Jalan Jenderal
Sudirman Purwokerto dan oleh Sdr Tvan Bahiisra, BBA. MBA. yang
merupakan salah seorang ahli warsfcucu dari almarhum Tpong A
Giauw dan nvonva Lie Twan Nio vang merupakan pemilik/ pemegang
hak atas tanah dan bangunan TOKO OBOR tersebut;

bahwa dalam akla tersebut antara lain disebutkan bahwa Sdr. Gani
Sumardi melepaskan hak pengheniannya atas tamah dan bangunan
kepada Sdr. Ivan Bahtera dengan wang pesangon/ongkos pindah
vang jumiahnya tidak disebutkan secara jelas dalam akta, akan béetapi
diterangkan bahwa vang pesangon tersebut lelah diterima oleh Sdr. Gani
Sumardi sebelum penandatanganan akta dan akta tersebut berlaku pula
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sebagai tanda penerimaan (kwitansi) vang sah. Dan bahwa pengosongan
dan penyerahan tanah dan bangunan TOKO OBOR tersebut akan
dilakukan oleh Pelapor selambat-lambatnya tangiral 30 Mopember 2006;

bahwa sebelum akta Nomor 12 lersebut dita nidatangani, terlebih dabuly
kepada Sdr, Ivan Bahtera dan kepada Sdr. Gani Sumardi medalui Ivan
Bahtera diberikar: konsep porjanjian tuntuk dipelajari oleh pihak-pihak
yang berkepentingan:

bahwa di dalam Akta Noior 12 Hdak dicantumkan Sllai ganti ruginya
gL S

karena kehendak para Eﬂﬁh;&n‘ﬂj_s-uyuk:_l_:n'ﬁmﬂ rugi telah dibayar

sebelum pennndarﬁngamalﬂﬁ,

- bahwa penyerahan cek tunai Bank Buana senilai Ep. 50.000.000,- ilima
[empalrah.{i!}g'ﬁ'l_‘lﬁ@lh}ﬁlﬁkiilllﬁﬂ%ﬁﬂﬂllﬁmnrﬂmmﬁﬂhﬁhf
Thptokentjono, SH;

- bahwa kefika Bilyet Giro yang,dikemudian harioditanvakan okeh Gani
Sumardi lm Notaris 'f?nﬁrawg}h_;{ Tjiptokentiono, ‘SH  tentang
kepastian péiiiﬁfﬁtmn}ra, MNokaris Tllﬂlh‘q‘lwﬂ'ﬂ!}" Thiptokentiono, SH
menyampaikafi “kalau banm.mf'l’ﬁg;h Obor melah dikosongkan toh
nanti akan dibayvar” -

Bahwa pada wg@lﬂfﬂﬁﬂ?dlﬁem:mamﬂhwwmh
Notaris Kabupaten Banyuwmias den Purbalingga 4 Jalan_Pramuka Nomor
168 Purwokerto felah dilakukan pemeriksann - isihadap pelapor (Sdr
Achmad Soderi did'&mpiui'W@‘.‘ﬁuuﬂ'ﬁrﬁ-.hlﬁﬂﬂ?:ﬂij"ﬁibagaimam
tertuang dalam Hasil Fumﬂwnﬂ!hpmtﬁmnmmmmad Soderi yang
ditandatanngani oleh Ketua Majelis 'Pérg_.}w,_ag;fﬁaerah Motaris Kabupaten
Banyumas dan Purbalingga tanggal 30 Juli 2007

[rari hasil pemeriksaan tersebut dipercleh keterangan-keterangan sebagai
berikut:

bahwa pembanding penl Sumardi Hdak perraly mererima konsep
perjanjian yang disusun Terbanding Notaris Tiand rawathy Tjiptokenijono,
SH dan baru mengenai isi peranjian tersebut pada saat dibacakan untuk
ditandatangani;

Ketika mendengar pembacaan Notaris ljandrawathy Tjiptokentjon,
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SH bahwa Pembanding Gani Sumardi telah menerima vang ganti rugi
sebelum penandatanganan akta, maka Pembanding Gam Sumardi minta
untuk membacanya sendiri;

Fetika Pembanding/ Pelapor menvampaikan kepada Terbanding Motaris
Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH bahwa ia belum menerima uang agant
rugl dari 5dr. Ivan Bahlera tapi mengaps di dalam akta dicantumban
telah menerima pembayaran gank fugl sebelum penandatanganan akia,
kemudian Terbanding/ Teflapor meayam patkan bahwa vang ganti rugl
tersebut pasti akan-dibayar sleh Sir. Ivan Bahtera, sehingga kemudian
Pembanding, pelapor bersedia menandatangani akta tersebut;

bahwa 5EI:EHI1 -pmndgt#mgmm akta fersebut ﬂhﬂi di‘.‘l.lku kam,
Pembanding/ Pelapor bersama lvan Bahiéra pergh ke mn’rnhﬁm Bahlera,
dan di tempat tersebut oleh Ivan Bahtera ﬂb&n‘kaniﬂfhﬂl Pembianding
Gani Surmardi sebuah cek senilai Rp. 50.000.600,- dan Bilyet Giro senilai
Rp. 400000000 serta # (empat) hu-hmmt tanah yang masih atas
nama Orang Hﬁ{ﬂ&in mﬁumahunnahwaj:

bahwa Notars Tandrawathy Tjiptokentiond, SH pernah mendatangi
Sdr. Gani Sumardi di Toke Obar untuk fujuan "bardamai” Epitawaran
tersebut ditolak oleh Pembanding Gani Sumardi;

bahwa setelah tawaran “damai” tersebut ditolak dleh. Gand Sumardi
Notaris Tjandrawathy Tliptokentjiono, SH datang lagi untuk kedua
kalinya menemui Sdr. Gﬂﬁw-ﬂlﬁhﬂﬁm dengan membawa
surat bertanggal meﬂﬂﬂm maksud agar reputasi Notaris
Tjandrawathy l_llpwq. 'E'-I'_]: tetap ﬁ?’wﬁh Aris Munadi,
SH. sebagal Kuasa Hukum Gard Sumardi i surat tersebul dimaknai
sebagai draft untuk perubahan Aktn Nomor 12 Khususnya Pasal 2
paragraf 1, namun Sdr. Gani Sumardi tetap lidak menanggapi isi draft
tersebut dengan cara tidak menandatangani tanda terima penyerahan
surat tersebut;

bahwa pada tanggal 23 Juli 2007 bertempat di Sekrotariat Magelis

Pengawas Daerah Motaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga, Jalan
Pramuka Momor 168 Purwokerto, telah dilakukan pemenksaan terhadap
Siur. Ivan Bahtera dan dar hasil pemeriksaan tersebut diperoleh keterangan
sebagai berikul:

Himgnuman Prouses Saaing Lhuedor Fenpenrer Pusat Vortees Tieban 2052000 & 1495

Tanggung jawab..., Shindy Christi, FH Ul, 2011.



bahwa benar Sdr. lvan Bahtera telah menenima konsep perjanjian dari
Motars Tandrawathy Tliptokentjono, SH dan konsep penanjuan tersebot
telah diserahkan kepada Sdr. Gani Sumardi di rumahnya Ivan Bahtera
untuk dipelaajan oleh Sdr, Gam Sumards,

- bahwa scbelum datang ke Motaris Tandarawathy Tjiptokentjono, SH.
Uniuk penandstanganan akia, Sdr. [van Bahlera telabh menanyakan
terlebih dahulu -kepada Sdr. Gani Sumardiaparah konsep perjanjian
tersebut ada yang perlu disungh? Tapi oleh Gani Sumiardi dijawab tidak

adia:

baliwa tidak dicantumkannya nillai wang ganti rqaff-mnnw di dalam
Pasal 2 Akta "Jmi'ﬂiﬂm.l.pahﬂha pnlka-t?maiﬂzﬁ Sdr, Ivar Bahtera
dengan Sdr, Gml,ﬁ"’um.ard'i'

- bahwa ketika schelum penandatanzanan ﬁkh MNomer 12, Sdr. Em1
Sumardi menyampaikan babwa fa belum menerima uang ganti rugi,
Notaris Tgl,'ﬂd,rﬂ"l'ﬁ"ﬁ.'rhjl' 'l’i:p«tcrk:nﬂmuk SH akan menjamin adanya
pembayaran uan i rugi/ pesangon tersebut

Bahwa dalam Kronologis/ Resunne FETW?iﬂIEﬂ Gani Sumardi mffawm
Ivan Bahtera yang dibuat oleh Kantor Advokatdan Pengacara Aris w
SH dan Reban, ‘berkantor di Jalin Dr. W ﬁmmnr 82 Purwokerto
tertanggal 17 Juni 2007, mvthutkaniﬂmiﬂn

Bangunan dan tansh Toke Obor awalnya merupakan sewa menyews
Tiiong A Gioaw dan Lie Twan Nio dengan Gan Seng Kie dan Houw Sio
Py

bahwa pada tanggal 27 Mes 1968 Hauw Sioe Nio mendapat surat izin
perumahan (SIP) dari Kepala Dinas Uresan Perumahan Kabupateu
Banvumas;

bahwa pada tanggal 19 MNovember 1981 pihak Gani Sumardi dan
saucdaranya mengajukan permohonan hak atas fanah tersebut, tetapi
diinlak karena 3 (tiga) orang saudanya masih Warga Negara Asing dan
bisa diajukan kembali apabila syarat-syarat sudah dipenuhi;

bahwa seékitar bulan [anuari 2006 pihak lvan Bahtera datang kepada
Gamn Sumardi membicarakan penvelesaan permasalaban Toko Obor
dengan musyawarah dab akan memberikan ganti kerugian;
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bahwa utnuk perdamaian baru tercapai pada tanggal (6 Oktober 2006
dan secara langsung pihak Gani Sumardi diajak ke Motars Thandrawathy
Tjiptokentjono, SH, kemudian dibuatkan Akta Perjanjian Nomor 12 yang
didalamnya Bdak terdapat nilai gant rugl, akan tetapi di dalam Pasal
2 disebutkan bahwa pthak Gani Sumardi telah menerima uang sebelum
perjanjian ditandatangan yang Jdalam pernanpan tersebat disebutkan
sebagai bukti penerimaan uang;

bahwa baru setelah dari Notaris, Ivan Bahlera siéngajax Gani Sumard
ke rumahnya untuk menenma pem bayaran Mcﬂh‘hﬁm dengan cara
dibayar dengan ¢ek nm.;iﬂam Buana Nio PWKA #7634 sebesar
Rp. 50,000,000 tertanggzal 6 Oktober 2006, Bilyet Giro Bank Permata No
AFD 136605 sebesar Rp. 400-000 000 - bertang pal nmmmm; dan 4
{empat) buah Sertrifilat Hak Milik I.ﬁ‘fﬁ'ﬁ yaitu:

1 SHM Ne 59 Desa_Tumiyang, Kecamalan, Kebasan atés pama
Sockardi;

2 SHM No. 1139 Desa Kamn{ung, Kecamatan ﬁﬁh@tﬂ-‘iﬂma
Dayarnto Sadim;

3 SHM No. 338 Desa fmmqg Kecamatan Pakuncen atas nama
Kamm;sm‘fHaﬂmuwmﬁ

4 SHM No. 447 Désa Tumiyang, Kecamotari Pekuncen staSmama Kasth
isteri Madaksan

Wang didkie semua milik Ivan Bahlers dengan perkirasn hargs Rp.

bahwa pada saat Bilyet Girojatuh L{*m?ﬂ,,‘ﬁir Toan Bahtera meminta
kepada Gani Sumardi agar jangan dikliring dulu;

bahwa pada tanggal 12 Januari 2007, Bilyet Giro dikliring melalui BCA
Purwokerto ditolak dengan alasan bahwa Bilyet Gire tersebut adaltah
Bilyet Giro vang hilang dan telah dilaporkan ke Kepolisian Sektar (Polsek)

Purwokerto oleli Aji Darmanto saryawan lvan Gahtera, hilang pada hari
Sabtu anggal 02 Desember 2006,

bahwa pada tanggal 25 lanuari 2(K7 pihak Ivan Bahtera dengan
memberikan kuasa kepada E. Sunu Yuliawan, SH, menggugal Gani
Sumardi di’ pengadilan negeri Purwokerto dengan alas hukum Akta
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Peganjian No. 12 tanggal & Oktober 2006 vang dibuat dihadapan Motans
Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH dan hasilnya dimenangkan oleh pihak
lvan sekarang dalam proses banding:

Berdasarkan Pubusan Majelis Pomeriksa Wilsvah Notaris Propinsi Jawa
Tengah Momor: W9-033 MI"W 0301 Takun 2007 tertanggal 24 Oktober 2007,
memuat antara lain;

a. bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap hasil laporan Majelis Pengawas
Daerah Kabupaten Banyumas dan Purbalingga, dan terhadap Gani
Sumard), Achmad Saderi dan Sﬁh Tjandrawathy Tiiptokentjono, SH
Motaris Kabupaten' mynmmmmdﬁgnhih ukum sebagai berikus

- bahwa Sdr. Tjandrawathy Tfiptokentjons, SH. Notaris. Kabupaten
Banyumas telah membuar Akta Nomor 12 tanggal b6 Oktober 2004
yang paﬂh 'Pml 2 menyatakan bahwa PIHAK m‘[ﬁ :'Gl!ll
qumnrdﬂ Hhh mmﬂgwm namun tidak ﬁmﬁ;’mt
jum th,jl"num-hﬁ] uﬂg pesAngon muépg-l:

bahwa FH-IAEH_', E-AI‘U Gani Sumardi) di dalam .P\.EH Nomor
12 tﬂ:uwl‘ 06 Dkiober 2006, setelah dibacakan pasal.2 Ersebq.l,t
menyatakan bahwa ia pada. héng:llﬁmlyi beluim /tidak menerima
uang pesangon tersebut, wﬁﬁhﬁﬁwmm-w&mﬂwu
SH memberikan penjelasan secara lisan kepadid PIHAK KESATU
uang pesanpen @rsebut nantinga past dibayar dan menyuruh sepaya
PIHAK KESATU tetap menandatangani akta tersebug;

« bahwa setelah memﬂu tidak: irmu:fagﬁht phmbu],ra:ran
uang pesangon, kemudian’ Motaris. Tjancdrawathy Wiptokentiono,
SH mendatangi FIHAK KESATU untuk merubah isi pasal 2 Akta
Perjanjian;

bahwa kasus Motaris Tjandrawathy Tiiptokentjono, 5H sefain laporan
Akta Peganjian Momor 12 tanggal 06 Ok tober 2006, Sdr. Tjandrawathy
Tjiptokentjono, SH juga telah membuata Akta Kuasa Jual atas tanah
yang ditandatangami bersamaa perjanjian kredit dimana Sdr. Achmad
Soderi (selaky debitur sekaligus selaku pepberi kuasa menjual);

bahwa koasa jual tersebut fanpa menyebutkan harga dan tanpa
ada keharusan pertanggungjawaban dari Penerima Kuasa kepada
Pemberi Kuasa;
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d

bahwa Motaris Tjandrawathy  Tjiptokenono, SH  kemudian
melaksanakan jual beli berdasarkan kuasa tersebut dan Pihak
Penjual/ pemberi Kuasa tidak diberikan salinan akia jual belinya;

bahwa Motaris Tjandrawathy Tliptokenfono, SH dalam pembeatan
skata yang ditandatangani para pihak tidak mencantumkan nama
jelas dalam minuta akia;

bahwa Sdr, Tjandrawathy Tjiptokentjono, Si1 Motaris Kabupaten
Banyumas yang berkedadukan di Purwokerto tidak menyerahkan
salinan akta-akta tersebut kepada para  pihak sebagamana

seharusnya,

Bahwa berdasarkan keterangan dan fakta-fakia dalam pemeriksain
sebagaimana tersebut dalam pertimbangan huruf a, Sdr. Tjandrawathy
Tjiptokentjono, SH MNotaris Kabupaten Banyumas berkedudukan di
Purwokerto  ditemukan bukti-buktl telah melakukan pelanggaran
terhadap kewajiban sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 "]ﬂ]‘fl]hﬂmf
A Unmﬁhﬂgﬁﬁmﬂrﬁﬂﬁhmm !Enﬂil?g]abatanﬁnﬁtﬁ:

bahwa tindakan-tindakan y;.ng,.mihkﬁkan aleh Molaris 'Hfind‘rampth}f
Tjiptokentjono, SH - sebagaimana terscbut. di atas ‘berpotensi
mengakibatkan masyarakit pengguna jasa notaris Tiandiawathy
Tllpmhefr&ma SH wnenjads dirugikan;

Bahwa berdasarkan parhml?ang,m mhfﬂ ‘dimaksud-huruf a, b,

dan ¢, maka perlu menetapkan Keputusan Miqdl Pemerfksa Wilayah
Notaris tentang T'Eﬂ'ﬂ!lﬂ'hﬁ E'mlﬁﬁl IEMP m Tiandrawathy
Tjiptokentjomo, SH;

Menimbang bahwa disamping potusan Majelis Pemeriksa Wilayah
Motans Provinsi Jawa Tengah terhadap kasus ini sebagaimana dimuat
dalam diktum Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah ini, ada salah seorang
anggota Majelis Pemeriksa yvang berpendapat bahwa Sdr, Tlandrawathy
Tjiptokentjono, SH karena kesalahannya sebagaimana tersebut dalam
huruf a, b, dan c tersebut di atas juga menunjukkan adanva ketidakgujuran
pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh karenanya berpendapat
divsulkan agar diberikan sanksi borupa pemberhentian sementarn
sehagai Notaris selama 3 (tiga) bulan

Bahwa pada amar putusan Majelis Pemeriksa Wilayah MNotaris Provins:
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Jawa Tengah Nomor WS-033 MPW.0301 Tahon 2007 tanggal 24 Oktober
2007, menetapkan pada bagian PERTAMA : memberikan teguran
tertulis kepada Sdr. Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH Motaris Kabupaten
Banyumas berkedudukan di Purwokerto agar lebihs eksama dan cermat
tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait
dalamperbustan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat T huruf
1 Undang-1indang donvor 30 tahun 2004

Bahwa terhadap Futusan Majels Pemeriksa Wila}ah anaris Provinsi

fawa tengah Nomor: Wo.083 WMTEWI W Wl 74 Oitober
007, Sl Gani quplbrlfr.lg_.ﬂm_l Hﬁ,ﬁﬂ Eﬂen Eﬂﬁﬁhﬂ F.Lmﬂ-liiﬂ l..mn!g.l d, ¥ailu
Aris Munadi, SH. merasa hﬂhuﬁhn Q;m mmj.m’mkm h.nﬁﬁg atas putusan
tersebut dengan nwnymm Memari Banding mmmfmh&.m /
K11/ 2007 tanggal A7 Desember 2007

1

Bahwa dalammmnhgndmﬁmbmmﬂi damﬁdlmadﬁudﬂ;mhh
kuasa hu k:.unlw-l.ﬁﬁl m]ﬂﬂmll SH selaku ﬁnﬁhnn P‘em dahulu
Pelapor menyampaikan keberatan-keberatan tethadap Putusan Majelis
Pemeriksa Wilayah Provinsi Jawa Tengab Nomor: Wa.033 MPW.03.01.
Tahun 2007 tertanggal 24 Oktaber 207 Eﬂlﬂna!.hﬂ'ﬂwt

a. bahwa f’ﬁfﬁ‘mrf:ckﬂrﬁng' Fembanding sangal keberatan dengan
Putusar, Majelis Pemeriksa Wilayah Previnsi Jawa, |engah Nemor:
WO-033 MEWIEST Taladn 2007 mm 24 Dktgber 2007 tidak
mencerminkan t'nq'.a i.ﬂﬂﬂ:lm karena h-Ia;r_Iﬁ ﬂl‘hﬂﬁn tidak
memperhmabngkan berapa kerugian matertil maupun immateriil
vang dialamai oleh Achmad Soderi dan Geani- Sumardi; untuk
Achmad Soderi sebesar Ep..—ﬂmm {l:lmn ratus juta rapiah)
serta hilangnya tempat bertedih anak beserta istrinya; untuk Gani
Sumardi sebesar Rp. 450.000.000,- {empat ratus lima puluh juta
rupiah) dan hilangrya satu-satunya tempat mencari mafkah bagi
keluarga; kerugian ini imbul dikarenakan akta-akta vang dibuat oleh
Motarts Tiandrawathy Tjiptokentjono, SH vang memihak dan adanya
persengkongkolan dengan salah satu pihak dalam perjanjian dipakas
sebagai dasar hukum dalam Gugatan di pengadilan;

b.  bahwakeputusanseperti ini keasabhukum Pelaporsadah memprediksi
dan duga sejak awal karena melihat hasil pemeriksaan oleh Majelis
Pemeriksa Daerah Kabupaten Banyumas dan Purbalingga yang telah
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tidak objektf dengan Hdak berani mencantumkan arogansi Notaris
Tiandrawathy Tjiptokentjono, SH, yang meninggalkan pemeriksaan
entah kemana tanpa memberikan alasan yang patut secara hukum
dan melihat mencermati pada waktu pemernksaan Pelapor di Majelis
Pengawas Wilayah MNotaris Jawa Tengah bersifat kurang objektif
karena Terlapor memberiban keterangan secara berbelit-belit serta
dalam hal Majelis melakukan puedssiksaan tenggang wakiu Pelapor
melaporkansangat lamadantidah beraninya Majeiis memperienukan
kuasa hukum dengan Notaris Tjandrawathy Tiiptokentiono, SH;

bahwa catam hal Majelis membesika s putusa s palils kuass ok
Pelapor Hdak ke Lemarang mengefar, maka kuasa hukum Pelapor
sampai saat sekarang telak akan mendapat putusan seria Eu tusan
ini diputuskan tanpa pihak Pelapor mengetahui kapan mumknn
atau dengan kata fain putusan diambil tanpa adanya para pihak
{putusan secara diam-diant) sehingga apabils bani sekarang kuasa
hukum Pelapor mengajukan banding bukan merupakan Lesalahan
atau’ hhhnilutan dari pihak Pe1npur dan putusan &ﬂfpuu kiasa
hukum Fellppf dapatkan tidak I!ﬂﬁkap selayaknya hasil putesan
dari institust peradilan/karcna hanya diberikan amar putusannya saja
yang mengakibatkan kami merasa bingumg dan heran;

bahwa Majelis-Pemeriksa kellhatan berusahe metindung! Notaris
Tjandrawathy ijptnlmn!}ma SH karena lidak mencantamkan secara
-:Emmtﬂtﬂjﬂﬁi.'_ . .Fﬁhtlﬁibr:ﬂmﬂﬂanmﬂhﬁn%amr
Heak semua fertulis dan vang hanya memw keuntungan bagi
Terlapor vang dicantumkan secara jelas,

bahwa melihat dalam point pastimbangan huruf e jelas sekali disin
putusan Majelis diambil berdasarkan voting 2 melawan satw jadi
cigsini memperjelas sekalia danya suatu usaha secara sistematis dan
terarah untuk melindungi Motarts Tiandrawathy Tjiptokentjono, SH
dari suatu hukuman vang berat dari Majelis Pengawas vang notabene
Sesanta notars,

bahwa setelah kuasa hukum Pelapor ke Majelis Pengawas Notaris
Pusat pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 dan kuasa hukum
Pelapor bertemu dengan staf Majelis pengawas Pusal termyata
hasil Putusan Majelis Pemeriksa Wilavah Botaris Nomor: W9-033
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MW 0301 Tahun 2007 ertanggal 24 Oktober 2007 belum adaatau
sengaja tidak dilaporkan:

g bahwa dalam hal ini kwasa hukum Polapor untuk meyvakinkan
Majelis banding, kuasa hukum Pelapor munta diketemuakn dengan
Motaris Tjandrawathy Tiiptokentjono, SH dan disini Pelapor berani
melakukan sumpah pocong athu sumpah mimbar schagaimana
AFEIMA yan:s Ft‘!ﬂl‘_‘l{‘rf anul ulnuk Eﬁ-ma_:ga}.inlmn Majelis Banding,

Bahwa Notaris T]antln:ra.#tﬂh '.Ff['phhl!‘lljunﬁ SH selaku Terbanding
dahulu Terlapor menj.amﬂ.au Kontra Memﬂ banding Momor 0/
1/2008 tanggal 3 Inauari 2008 sebag i berikat:

o bahwa dalam pasal 74 Undang Undang Jabatan Notaris menyatakan
bahwa pemeriksaan dalam sidang Majolis Pengawas Wilayah bersital
tertutup: untuk umum dan keputusan Majelis Pengawas Wilayah
hanya diﬂmlm kepada Motaris vang 'btl'!tnﬁhﬂﬂid!ﬁﬂ
tembusan H.‘pﬁﬂ.l I.ﬁl‘ﬁ?llrﬁ FEIIga'WHS Pusal dan organisasi Hﬂt;r&.
tidak seharusnya Bapak Aris Mumadi, SH nm\gtﬁlhﬁifmmfm‘a
keputusan Majetis. Pengawas Wilayah yang dapat megyampaikan
banding hanyalah Notaris bukan pelapor {Pasal 75 poin adan b
UUIN). Dalamchal apa Tﬂhﬂdﬁ'ﬁg dahulu Terlapor Siangggap
melanggar pasal 16 ayat1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris ?

Karena kama telah melaksanakan apa yvang tlgniin,ﬂ p?erm.un
para pihak;

b, bahwa mengenal kerugian matersl maupurn Fntmmﬁhlhg dialami
nlEhPEhapnrAchmadeﬂlmﬂIRp 6. 000000, sama sekali tidak
beralasan, karena sampaisaating hnﬂ'mw rumahictan tanah Sertifikat
Hak Milik Momaor 363/ Kel. K"lmnghdmghl Kec. Purwokerto Litara,
Kab. Banyumas, Prop. Jawa Tengah masih dikuasai dan dihuni oleh
Polapor Achmad Soderi dan keluarganya, justru berart moragikan
para ahli waris almarhum bapak Temmy Widjaja. Perlue Terbanding
beritahukan bahwa Sdr Temmy Widjaja telah meninggalkan steri
dan seorang anak berusia 11 tahun. Pelapor Achmad Sodert pernah
berkata bahwa dia beruntung karena Sertifikat tanahnya sudah
dibalik nama atas nama Temmy Widjaja, sebab kalaw dicksekus oleh
BIl (Bank Internasional Indonesia Cabang Purwokerto] kan tanah
dan bangunan sudah dilelang dan mercka diusir dan tanah dan

T
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bangunan tersebut. |adi dalam hal ini Pelapor Achmad Soderi beserta
anak dan isterinva sama sekali dak kehilangan tempat berteduh.
Untuk Pelapor Gami Sumardi kerugian sebesar Ep. 450000000, -
juga sama sekali tidak beralasan. Meski dalam Akta Perjanjian Mo
12 tertanggal 06 Oktober 2006 seharusnya Pelapor mengemnalikan
kepada Bapak fvan Bahiera selambat-lambamya akhir Nopember
2007, tetapi sampais ekarang Melapor Gani Sumardi/ adizxnya masih
bertempat tinggal dan-besjualen ditoko tessebut Jadi toko Obor
Purwokerto masih dﬂm;ﬂﬂ, dikuasai dan dinsahakan oleh pelapor
Gant Sumardi/adiknya. Dalam hal ini itikad baik yang disyaratkan
dalam Akata Perjanjiannya tidak dipenuh oleh para pihak;

hahwa nmgﬂﬂi arogansi Terlapor yang W-wdihn
pemeriksaan entah ekmana tarpa alasan patut, setahu Terlapor belum
pernah dilakukan, Kuasa Hukum pelapor, Aris Munadi, SH. tahu hal
ini dari mana atau siapa’ Diharap jangan memfitnah, Saat Majelis
PET#\\'_H 'Dﬂﬂ akan me]:hatm.hﬂ akta sudah 'I.'B:I:ujlq:t teﬁnlkan
kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah dan staf hahwa 'm-ﬁrpnr
tidak ada di lempal, kasena akan menengok kakak ipar yang sakit
keras di luar kota, tetapi Majelis Pengawas Dacrah memaksa pada
hari ity {ﬁm-]um'at tanggal 20 Juli 2007);

bahwa mengenai pembuaian akba-okia alch Bapak, Tou Achmad
Sodert dan BIT ﬂmﬂam[wmﬁﬂm Amﬂfjﬂhﬁ;‘an No:12
tertanggal 04 Oktober 2004 (e Gani Sumardi
dengan Sdr. Tvan Bahters merupakan parﬁ akta, jasi Terlapor hanya
menuliskan materi ketentvan-ketentuan atsu aps apa akeinginan
para pihak yang dituangkandalam akia-akta yanbg dibuat dihadapan
Terlapor selaku Notaris (pejabat); jadi tanggungjawab semuanya/
sepenuhnya kepada para pihak;

bahwa fakia sebenarmva Bapak/Ibu Achmad Sodert mempunyai
hutang kepada almarbum Sdr. Temmy Widjaja berupa deposito
Sdr. Temmy Widjaja di Bil yang terpaksa dicairkan untuk pelunasan
kredit Bapak/Ibu Achmad Soderi yang macet, ditambah hutang-
hutamg kayu dan material lain-lain untuk keperluan  pekeraan
borongan-borongan  (kontraktor)nya  vang seharusnya  dibayar
kembal (dilumnasi);
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Sedangkan Pelapor gani Sumardi telah berpulub-puluh tahun (sejak
anak-anak sampai tua) mula-mula orang tuanya menyewa terakhir
menghuni (menempati) bangunan toko dan tanah milik kakek/ nenek
Bapak lvan Bahtera yang lalu diwarisi oleh Sdr, lvan Bahtera, jadi
Pelapor GaniSumardi menen pati tanah dan bangunan bukan miliknya
yang berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Undang-Undang No. 4 Tahun 1992
jor Pagal 21 agat(]) Peraturan Pemeringah BT Moo 3 tahun 1994 tentang
Menghunian Bumah Oleh Bukan Pemilik sehacusnya sudah berakhir
penghuniannya sejak 10 idaret 1995, untuk dikembalikan kepada
pemilik. renlana:jnmhh UANE peSangon, blikhllpll'ﬂll‘n Sumardi
maupun Sdr_[van Bahtera sama-<ama keberatan untuk disebutkan
dalam Akta Perjanfian No: 12 tertanggal (8 Oktober 2006,

3 Bahwa perkara sewa menyewa tersebul telah diajukan gugatan perdata
di Pengadilan Megeri Purwokerto tercatat dalam perkara perdata Nomor
0%/ PALG,/ 2007 /PN Pwt dan telah cﬁpummfsrmmmmlm
Gani Sumardi.selaku Tergugat dm}'aﬁkln kalah dengan Ivan Bahiérs
selaku Fﬁmmﬂiﬂ saat ini dalam p@yeﬁsmm ting kat Eﬁﬂs.

4. Aris Munads, SH sefaku kuasa hukum Gani Sumardi deegan surat
Namar 07 /KPAM- L‘P,.I'IIIJ"EII'-] perihal Laporan FE'_hm:iun-gan Hukum
Ketidakadilan Majelis Pengaw 1s Daerah, mengungkapkan

Bahwa menindaklajuli Sutat I-ilif-}li;ll Polisi dan {-ﬁm Sumardi
tanggal EE]MLMFEHLM ol i Eﬂﬁ'ﬂ'ﬂhl}'llmaﬁ
telali mengirim surat Nomor E;mm;m,im tanggal 2u
Pebruari 2009 kepada Majeits Pengawas Daerah Notaris Kabupaten
Hanyumas dan Purbalinga perihal permohonan izin pemanggilan
Sdr. Tjandrawathy Tiiptokentjonm SH sebagai tersangka dan telah
dijawab dengan surat Nomaor 4/ MPDUBMS PBG/ 11/ 2009 tanggal 26
Pebruari 2009 yang berisi sebagai berikut

a  Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Motans Tjandrawathy
Tjiptokertjono, SH tanggal 24 Pebruari 2009 o0leh Majelis Pengawis
Daerah divakini bahwa Terlapor telaf mengikoti  prosedie-
prosedur pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Undang:
Undang Nomior 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, meski
sehagai Motaris seharusnyva lebih cermat dalam merumuskan
kehendak para pihak di dalam akta Notaris, dan atas kekurang
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cermatan terselut Motars Tandrawathy Tiiptokentono, SH
telah mendapatkan sanksi administrabl  Majelis. Pengaiwas
Wilayah Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Nomor WS-(133
MPW 03,00 Tahun 2007,

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Pengawas
Daerah tienilai Notaris Tjandrawathy Tjiptokentjono, SH tidak
benar telah menyuruh anmtr.mﬂhan keterangan palsu ke dalam
suatu akta oteptik dan oleh karepa i bdak relevan unluk
menjadikan: Notaris Tjandrawathy Tjiptokenfono, SHoscbaga
tersangka dalam kasus tersebut ﬁhhhrmih: permahonan ijin
pemeriksaan terhadap Notaris Tlandrawathy Tjiptokentjono, SH
sebagal tersangka tidak Japat dikabulkan,

Fakta yang terunghkap dalam pemeriksaan Majelis Pengawas Daeral
Kabupaten Banyumas dan Purbalingpa serta Hasil Fmﬂﬁmn
Ma;ehs E!ng;w;mhrlmrﬁh Frm.rhﬁ Jawea Teng'-lh angnilﬁr ptha!-
Majelis hﬂgﬂhﬂ! Daerah mﬂwmgﬁun dam atau mthmn secara
sengija hﬂﬂ]k‘?ﬁLnﬂihMﬂE&ﬂﬂ Metaris Tiandra wntlw"mmmﬁﬂ
5H sﬁba_ga! berikut

1

BAB %L Pasal 84 WAH m UNDANG- tr}mla.a.m::
NOMOR 30 TAHUN 2004

Tindakan pelanggaran vang dilakukan oleh Notaris terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 'lﬁqﬂ:{'l’:l huruf
L Pasal 16 ayat (1) huruf k Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49,
Pasal 50, Pasal 51 atau lpaﬂl 52 nﬂ‘ﬂi m&m‘b suatu akta
hanva mem pum_l,.ri'l kekuatan ﬁnbukﬁn di bawah angan atau
suatu akta menjadi batal dembhukum dapat menjadi alasan bag
pihak vang menderita kerugian untuk menuntut penggantian
biaya, ganti rugi. bunga kepada MNotaris;

HASIL. PEMERIESAAN PELAPOR ATAS NAMA GANI
SUMARDI OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARS
KABUPATEN BANYUMAS DAN PURBALINGGA MNomor 18/
MPD.OBMS.PBG / VI 2007 kertangngal 4 Agustus 2007 vang berisi
sehagai berikul

1. Pemeriksaan terhadap Notans Tandrawathy Tiiptokenono,
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SH tertanpgal 13 Juli 2007

- Point 4.

- Paint 5.

Bahwa di dalam akta Mo, 12 tidak dicantumban
nilai ganti ruginya karena kehendak para pihak
dan disebutkan pant rugé telah dibayvarkan
sepefum penandatanganan akta.

Bahwi pn_-n:.-w.ilm cek bunal Bank Buana senilai
Rp. S0.000.000- dan Bilyet Giro Permata Bank
semilai  Rp. 1000000000, tidak dilakukan di
kantor Motaris Tjandrawathy Tpplokentono,
Bahwa ketika Bilvet Giro vang di kemudian han
Mj%' ! ! .{!-Tﬂ:h: Gani Sumard: kqmﬂ- Mataris
Tjandrawathy  Tjiptokentjono,  SH  tentang
kepastian pembayaran, Notaris Tjandrawathy

Tjiptokentjono, SH menyam paikai kalau

bangunan, Toke Obat h!’hh dikosongkan toh
nanti akan dlht"ﬂﬁ"

2. Pemeriksaan terhadap C'Imﬂuﬂrdl tertanggal IE"!'uH 2007
dengan hasil pemﬁthm-ﬂhﬁﬂ berikut

- Point?.-

- Point 3,

Ketika  mendengar  pembacain iotaris
Tiandrawathy Wﬁ:}m SH bahwa Sdr.
Gani Sumardi telah menerima w;gmﬂ Fug
ubﬂu_m pen;m:la mw :ﬂi. ‘maka Gani
wm mmh mmlmhm wendir,

Ketika Edl. ‘Gani Sumardi menyampaikan
kepada MNotaris Tjandrawathy Tiiptokentjono,
5H bahwa ia belum menerima uang ganti Tugi
dari Sdr. Ivan Bahtera @pi mengapa di dalam
akta dicantumkan telah meneritna pembayaran
ganti Tugi sebelum  penandatanganan  akta,
kemudian Motars Tjand rm-.'alh'_..'Tiiptuken tpomo,
SH menyampaikan bahwa wang ganti rugi
pasti akan dibayvarkan oleh 5dr, Ivan Bahtera,
sehingga kemudian Sdr. Gani Sumardi bersedia
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= Poind &,

menandatangani akia tersebul

Bahwa setelah tawaran “damai” tersebut ditolak
oleh Gani Sumardi, Notaris Tjandrawathy
Tjiptokentiono, 51 datang lagi uniuk kedua
kalinya menemun Sdr. Gani Sumands di Toko
Obor - dengan:, memibawa surai tertanggal 20
Desember ﬁﬂﬁﬂmgnn maksud agar reputasi
Hﬁhﬁ Tjandraw athy liptokentiono, SH tetap

yang oleh Aris Munadi, SH. sebagai
Kuasa Hukum Gami Sumardi isi surat tersebut
dimakna; sebage: draft pﬂ'nmﬁ;h Nomaor
12 khusisnya Pasal 2 paragraf 7, pamun Sdr
Gani Sumardi tetap Hdak W isi draft

tersebul dengan cara tidak ﬂﬂﬁﬂﬂﬂigant

tanda lerima penyerahan surat tersebut.

3. Hasil pemeriksaan terhadap Ivan Babtera tertanggal 23 Jul
.m

= Point 4.

Bahwa ketika sebelum penandatanganan akta
Momor 12 Sdr. Gani Sumardi mamyampaikan
bahwa i belum menerima_uang ganti rugi,
mm'tjmlm-mg ’Iﬁ:hkmﬁpﬁm SH saal
itu menjelaskan bahwa MNotatis Tjandrawathy
Tjiptokentiono, SH akan menjamin  adanya
pembayaman uang ganti  rugi/ pesangont
lersebut.

4. Keputusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Tengah
Momor W-083 MPW.03.01 Tahun 2007 yang berisi sebagai

beribcut -

a2

bahwa PFIHAK KESATU (GaniSumardiydidalam
axta Momor 12 tanggal 06 Oktober 2006 setelah
dibacakan Pasal 2 tersebut PIHAK KESATU
menyvatakan bahwa s pada kenyataannya
belum/ tidak menerima vang pesangon kersebut
tetapl Notaris Tjandrawathy Tiptokentjono,
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5H memberikan penjelasan secara lisan kepada
MHAK EKESATU yoang pesangont ersebut
mantinya pasti akan dibayar dan menyurih
supaya PIHAK KESATU {Gani Sumardi) tetap
menandatangani akia tersebut,

3. Motaris Tjandrawathy  Tiiptokentjono, SH
sotelah ternyala PIHAK EESATU kemudian
tidak mendapatkan Pembayaran nang pesangon
kemu:dian ﬁfﬂtﬂrﬁ’l’pﬂdﬂhaﬁ!'ﬁlpmkenqnm
SH bermaksud mendatangi Hﬂ'ﬂﬂ KFSATU
untuk merubah isi peranjian (Pasal 2),

Dari mmsa_.tiﬁﬁu; hasil _pemeriksaan Majelis. Penpawas  Daerah
Kabupaten Banyumas dan Purbalingga yang dilakukan dan dipimpin
aleh Gati Sudardjo, SH dan Hasil Pemeriksaan Majelis. Pengawas
Wilayah jawa Tengah kesemizanya menunjukkan (zkia adanya yang
tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yaitn "Lang ganti
rugi belum dll:ﬁ?:r oleh Sdr. Ivan Bahtera akan tetapi dalam akta
berbunyl sudah dibayar sebelum pﬂnmﬂt.mgan.m" Apabila
hdajelis 'Bihgnw;: Dacraly Eal:-_uphlim Banyumas dan Purhalingga
dalam sugat Momar 04/ MPDUBMS.PBG /11 /2009 tanggu! 26 Pebruari
2009 menyatakan bahwa Notarls Tiandrawathy Tiiptokentjono, SH
telah mengikutl prosedur-prosedur pembuatan akhﬁhgalmam
vang telah dﬁhﬁﬂﬂlﬂﬂnﬂﬂnﬁ-mmﬂmﬂfmfﬂlﬂﬁmh' ang
hanya menjamin kebenaran formal dari Whﬁmﬁiﬁiﬂuk dalam
perjanjian yang merapakan isi skta adalah xﬁm Jawab piliak-
pihak yang bersanghutan, Ini merupakan h. danya permainan
apa antara MNotaris Tiandrawathy Tiiptokentjono, 5H dengan Pihak
Majelis Penpawas Daerah Banyumas dan Purbalingga dalam upaya
penvelamatan Motaris Tiandrawathy Thptokentonao, SH

Dari hal-hal tersebut di atas Aris Munadi, SH selaku Kuasa Hukum
Pelapor Gani Sumardi mohon kepada Ketua Majelis Pengawas Pusat
Motaris untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Majelis
Pengawas Daerah Kabupaten Banvumas dan Purbalingga atas surat
Momor 04/ MPDUBMS PBG/ T/ 2009 tertanggal 26 fanuar 2009 karena
sl surat sapgat bertentangan dengan hasil Pemeriksaan Majelis
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Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas dan Purbalingga, dan
Keputusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Tengah Nomor
Wo-033, MPW 03.01 Tahun 2007 juga bertentangan dengan Undang-
Undang Momor M Tahun 2004 tentang Jabatan MNotaris kepada
pihak penyidik Poiwil Banyumas memeriksa Notaris Tjandrawathy
Tjiptokentiono, SH sebagal Tersangka dalam rangka penegakan
hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakal pepngguna
jasa Notaris sebagaimans diam anatkan gich LUndanyg-Lindang Nomor
30 Tahun 2004,

Menimbang, bahwa untuk sempersingkat wralan putusan ini,
maka g!gih sesuatu yang di dalam sm dan dku:lﬂ‘ dalam berita
acara sidang, :!hhg«gap telah dimasukkan dalam putasan inl serta
merupakan bagian yang tidah terpisahkan dari putusan ini.

TEMTANG HUKUMNYA

Men:rm tﬁﬁ!m memon banding «dari Fhmba.mlﬂ-gﬁhi.tpﬂf dan
Kontra Memeori Banding Terimdlngj'l'u'lapm adalah seperti tersebut di
atas;

Menimbang, bahwa T W{Mﬂﬂ] I’trmhnnd:‘tg?ﬂd&i:nr il
Majelis Pemeriksa, Pusat. Dlotarts ﬂm;iﬂh‘ﬂhmahan berdasarkan Pasal
33 ayat (1) Perafuran Menteri Hukum dan Hak Asasi ‘WManusia Republik
Indonesia Momar M.OLFE 08,10 Tahun m if'l'lﬂ'rlfgﬂ 7 Desember 2004
tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggots. Susunan
Organisasi, Tata Kerja, Glhfahﬁuﬁl’?fﬂlﬁﬂ:mmmﬂﬁr@awm MNotaris,
menyebutkan bahwa Fﬂﬂpﬂr dan atau 'téﬂl?ﬁi yang merasa keberatan
atas putusan Majelis Pemeriksa W‘anh PBerhak mengajukan upava hukum
banding kepada Majelis Pengawas Pusal Notaris;

Menimbang, hahwa selamutnya Majelis Pemeriksa pusat Notaris akan
mempertimbangkan apakah upava hukum banding yang diajukan obeh
Pembanding dahulu Pelapor sudah sesuai dengan Peraturan Menter Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indoncsia Nomor M.O2ZPR.08.10 Tahun
2004 tertanggal 7 Desember 2004 tersebut di akas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menten
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesta Nomor M.OZPR.OB10
Tahun 2004 tertanggal 7 Desember 2004 tersebut menyatakan, upaya hukum
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banding din}'atak.]n dalan jang}m wiakiu paling lambat 7 { tujuh) hari kalender
terhitung sefak pulusan diucaphkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2} Peraturan Menter
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M 02.PR.O8 10
Tahun 2004 tertanggal 7 Desember 2004 tersebut menyebutkan, penvampaian
memor banding sebagaimana dimaksud diajukan dalam jangka waktu paling
fambat 14 {empat belas) hari kalender temg,ﬂak banding dinyatakan;

Menimbang, bahwa putusan Maijelis Feumﬂluq; 'ﬁ'iﬁhyah Motarks Provinsi
Jawa Tengah Nomor Wodis3 MPW 03.01 Tahun Wﬂrmlﬂi Oktaber
2007 mematuhkan sankst berupa m:aﬂtwmﬁ k?padnﬁdi' Tiandrawathy
Tjiptokentjono, S5H  HNotaris Kﬂhﬁﬁ&n Banyamas t:wkﬁnﬂﬂm di
Purwokerto, agar llhlh seksama dan _cermat tidak he.rpih&rk ‘dan menjaga
kepentingan para pihak yang terkait dalam pﬂi‘mﬂtﬂn htskiem M‘mﬂl

diatur dalam pasal 16.ayat (1) horat.a undq—undmg Momor 4 Tahun
2004

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelupor mengajukan permohonan
banding atas putusan Majelis Pemerikea Wilayah Notaris Provinsi Jawa
Tengah Nomor W:033 MPW.03 011 ahun 2007 tertanggal 24 Oktober 2007
dan menyampaikan mamori harldﬁqu Lresember 2ULEY

Memmhang.hﬂhﬂiﬂﬁhwpuhﬂﬂﬂlﬂﬂﬁmnhﬁﬂnpﬂsEﬂﬁHﬂkﬂ
Wilayah Notaris Provinst-jawa T-_-ngnh ﬂpm W‘}rﬂ:ﬂ MPW.03.00 Tahun
2007 tanggal 24 Dkﬂl‘r 2007, maks Pem 1/ petapar. &tﬂ]‘ibﬁtuntuh
mengajukan upava hukum banding dalam Tﬂﬂgka waktu paling lambat 7

(tujuh) hari kalender terhitiing sefak putusan divcapkan vakn paling lambat
tanggal 30 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah MNotaris Provinsi Jawa
Tengah pada saat menjatubkan putusannya tidak memanggil Pembanding/
Pelapor untuk emnghadiri sidang pembacaan putusan lersebut, dan putusan
tertanggal 24 Oktober 2007 divcapkan kanpa kehadiran Pembanding/
Pelapor, serta Majelis Pemeriksa Wilayan Notais Mrovinsi Jawa Tengah
tidak memberikan salinan putusan kepada Pembanding/ Pelapor, melainkan
Pembanding/ Pelapor meminta sendiri ke Majelis Pengawas Wilayah Notaris
Provinsi [awa Tengah, sehingga apabila pernyataan banding terfambat bukan
kesafahan Pembanding / Pelapor;
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Memimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan
banding yang diajukan Pembanding/Pelapor melalui kuasa hukumnya Aris
Munadi, SH. atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa
Tengah Nomor WS-033 MPPW. 0301 Tahun 207 tertanggal 24 Oktober 2007
d-l:ngan surat Momor /EKADP-AM/ X1/ 2007 I:a.TIEE,a.l 17 Desembeer 2007,
teleh dicatat dalam register perkara bandmg Majefis Pengawas Pusal MNotaris
Momor M-04/BANDING,/ MPPN/1V/2008_tanggal 16 April 2009, dan
sesuai setelah persyaratan pemerik$aan banding terpenuhi untuk dilakukan
pemeriksaan;

menimbang, bahwa berdasarkan i:ﬂ:nmmt"uu‘.[ THayat (1) huruf ¢ jurto
avat {2} Undang-Undang Nomor 30 Tahun 204 tentang Jabatan Motaris,
Majelis Pengawas Wilayah Notars El!n\hl."nﬂng memberikan sanksi berepa
teguran lisan atau iﬂ'tnlifyﬂ\'g'ml HFAL

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 73 ayal (2§ Undang-
Undang Mamor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud
dengan "betsifal final” adalah mengikat dan tidak dapat diajukan banding
kepada Ma}e!!:rhnp’ms Pusat,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, permohonan
banding dari Pembanding dinvatakan bidak dapat diterima.

Memperhltikan pnﬂl—piﬂal ]..Emﬁﬂgﬂhhg Namor Tahql.u A Tahun
2004 tentang Jabatan’ Molaris, l:h-nﬁmrm Pasal 67 juncto Fasal 73, dan Pasal
A0Peraturan menteri Hukumn dan Hak Asasi Manuaia WMdnnﬁm
Nomor M.02 PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,
Pemberhentian Anggotay Susinan Organisasi, Tals Kena: dan Tata Cara
Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris,

MEMUTUSKAN

Menyatakan memori banding darl Fembanding/Pelapor Achmad Soderi
dan Gani Sumardi tidak dapat diferima.

Demikiar diputuskar dalam rapar permusyawaratan Majelis Pemeribsa
Pusat Motaris, pada hari Rabu, tanggal 8 April 2009, yang terdiri atas Rakhmat
Syamsul Rizal, SH, MH sebagai Ketuza, Abdul Wahid, SH, MH dan Prof
DE. Anna Erliyana, SH, MH, masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal
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23 April 2002 oleh Majelis Pemeriksa vang terdiri atas Rakhmat Syamsul Rizal,
SH. MH sebagai Ketua, Abdul Wahid, SH. MH dan Prof. DR. Anna Erlivana,
S, M1, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Joko Santoso, S,
M. Hum sebagai Sekretaris Majelis, vang d:lh.ulhi oleh Kuasa Pembanding/
Pelapor dan dihadiri oleh ["emﬁ-.ndiﬂg.-"ﬂehpw

Ee*
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